


SAMBUTAN BUPATI BENGKULU UTARA

Puji    syukur    kita    panjatkan    kehadirat    Allah    SWT   yang    telah
memberikan    rahmat    dan    hidayah-Nya,    sehingga    Laporan    Kegiatan
Tanggung  iJawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  (TJSLP)   ini  dapat
diselesaikan   dengan   baik.   Laporan   ini   merupakan   hasil   pelaksanaan
Kegiatan TJSLP di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2024.

Pembangunan   yang   sinergis   harus   melibatkan   pemerintah,   pihak
swasta,  dan  masyarakat.  Pelibatan  swasta  dalam  pembangunan  daerah
diantaranya diharapkan berasal dari Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan  (TJSLP).  Tanggung Jawab  Sosial Lingkungan dan
Perusahaan (TJSLP)  merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007  tentang Perseroan Terbatas dan Pasal  15  Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang    No.    6    Tahun    2023    Tentang    Penetapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan   Kegiatan  TIJSLP   di   Kabupaten   Bengkulu   Utara  pada
tahun   2024   merupakan   tahun   ketujuh   pelaksanaan   TJSLP   dengan
berpedoman  pada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara Nomor  6
Tahun  2017  tentang Tanggung Jawab  Sosial dan  Lingkungan  Perusahaan
dan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2020  tentang Jaminan  Kesehatan
Daerah.   Pelaksanaan   Kegiatan   TJSLP   pada   tahun   keenam   ini   masih
diwarnai   dengan   belum   optimalnya   pelaksanaan  TJSLP   di   Kabupaten
Bengkulu Utara. Sehingga sangat perlu ditingkatkan partisipasi perusahaan
dalam     melaksanakan     Kegiatan     TJSLP     serta     kepatuhan     dalam
menyampalkan  laporan  Keuangan  perusahaan  dan  penyampaian  laporan
hasil pelaksanaan Kegiatan TJSLP.

Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Forum  TJSLP  Kabupaten
Bengkulu Utara dan  Sekretariat Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara
dalam melaksanakan Kegiatan TJSLP. Semoga pelaksanaan Kegiatan TJSLP
pada  tahun  mendatang  dapat  terus  berkembang  dan  meningkat  dengan
baik guna memacu pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur,       Maret 2025
Bupati Bengkulu Utara

ARIE SEITIA ADINATA, SE. M.AP
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I. PENDAHULUAN

A.  Latar BelaLhang

Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  (TJSLP)
adalah sebuah konsep yang mana perusahaan memutuskan untuk
berkontribusi  kepada  masyarakat  agar  kehidupannya  lebih  baik,
dan kondisi lingkungan tetap teriaga serta tidak dirusak fungsinya.
Indonesia  saat  ini  sedang  mencari  konsepsi  tentang  nilai-nilai  itu
melalui  adopsi  berbagai  pemikiran  global  maupun  lokal  untuk
mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung).awab  sosial
secara  terprogram  dengan  merujuk  konsep  TJSLP  sebagai  bagian
dari identitas perusahaan mereka. Sesuai dengan amanat ketentuan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman
Modal  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.   6
Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentarig Cipta Kelja Menjadi
Undang-Undang,   maka   perusahaan   memiliki   kewajiban   dalam
melaksanakan  TJSLP.   Kesadaran  tentang  pentingnya  TJSLP  ini
menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian
mengutamakan pemangku kepentingan.

Pemerintah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  menyadari  pentingnya

peran  perusahaari  dalam  pembangunan  daerah.  0leh  karena  itu
dengan   adanya   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bengkulu   Utara
Nomor   6   Tahun   2017   tentang   Tanggung   Jawab   Sosial   dan
Lingkungan  Perusahaan  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun
2020  tentang Jaminan  Kesehatan  Daerah,  akan  menjadi  regulasi

pelaksanaan    TJSLP    di    Kabupaten    Bengkulu    Utara.    Melalui
pelaksanaan  TJSLP   diharapkan   perusahaan   dapat   memberikan
kontribusi    dalam    pembangunan    daerah,    karena    diharapkan

pembiayaan dari TJSLP dapat menjadi salah satu alternatif sumber
pembiayaan pembangunan daerah.
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Selain  itu  TJSLP juga  merupakan    perwujudan  akuntabilitas

publik,   membangun  dan  memperkokoh  kepercayaan,   keamanan
sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan.  TJSLP
bagi masyarakat bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan
masyarakat    dalam         dimensi    sosial    ekonomi,    kenyamanan
lingkungan      hidup      serta      mengurangi      kesenjangan      dan
ketertinggalan.  Sementara itu bagi Pemerintah pelaksanaan TJSLP
bermanfaat    untuk    menumbuhkan    komitmen    bersama    dan
sinkronisasi program Pemerintah dengan pihak swasta agar dapat
terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka

percepatan pembangunan. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten
Bengkulu  Utara  berhasil  mengeluarkan  regulasi  sebagai  payung
hukum  pelaksanaan  TJSLP  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan
Daerah  yang  bermanfaat  untuk  perlindungan  dan  kesejahteraan
masyarakat  dalam  demensi  sosial.   Laporan  ini  disusun  sebagai

pelaksanaan   Kegiatan   F`asilitasi   Tanggung   Jawab    Sosial   dan
Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024.

8. Dasar Pelaksanaan
Dasar   pelaksanaan   Kegiatan   Tangggung  Jawab   Sosial   dan

Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara   adalah :
1.   Undang-Undang  Nomor   19  Tahun  2003  tentang  Perusahaan

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor   70,   Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4297);

2.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem

Perencanaan     Pembangunan     Nasional     (Lembaran     Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2004    Nomor    104,    Tambahan
I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.   Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan
Terbatas   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
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Nomor   106,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4756  sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-
Undang   No.   6   Tahun   2023   Tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022
Tentang  Cipta   Kerja  Menjadi   Undang-Undang   (I+ebar   Negara
Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor 41,  Tambahan  Lembar
Negara Nomor 6856);

4.   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan
Sosial sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14   Tahun    2019    Tentang   Pekerja   Sosial(Lembaran    Negara

Republik    Indonesia    Tahun    2019    Nomor    182,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara Nomor  6  Tahun
2017    tentang    Tanggung    Jawab    Sosial    dan    Lingkungan
Perusahaan   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu   Utara
Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 1);

6.   Peraturan   Daerah   Nomor   5   Tahun   2020   tentang  Jaminan
Kesehatan   Daerah   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu
Utara Tahun 2020 Nomor 5);

7.   Peraturan   Bupati   Bengkulu   Utara   Nomor   25   Tahun   2017
tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta
Sekretariat  Forum  Tanggung  Jawab   Sosial   dan   Lingkungan
Perusahaan  (Berita  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara Tahun
2017 Nomor 6).

8.   Peraturan   Bupati   Bengkulu   Utara   Nomor   29   Tahun   2021
tentang  Pelaksanaan  Peratrurari  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara Nomor 5 Tahun 2020 Jaminan Kesehatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bengfulu Utara Tahun 2021 Nomor 29);

9.   Keputusan           Bupati           Bengkulu           Utara           Nomor
050/ 259 / BAPPELITBANGDA/ 2021 tentang Pembentukan Forum
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten
Bengkulu Utara Periode tahun 2022-2025;

10. Keputusan            Bupati            Bengkulu            Utara            Nomor
050/586/BAPPELITBANGDA/2023     Tentang    Perubahan    Atas

Keputu sam            Bupati            B engkulu            Utara            No mo r
050 / 2 60 / BAPPELITBANGDA/ 2 021         tentang         Pembentukan

Sekretariat   F`orum   Tanggung   Jawab   Sosial   dan   Lingkungan
Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode tahun;

11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
050/21/BAPPELITBANGDA/2024       tentang      Tim       Fasilitasi

Sekretariat   Koordinasi   Forum   Tanggung   Jawab   Sosial   dan
Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara.

C. Tujuan
Tujuan   pelaksanaan   Kegiatan   Tangggung   Jawab   Sosial   dan

Lingkungan Perusahaan Tahun 2024 adalah :
1.  Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan  Perusahaan  di  Kabupaten  Bengkulu  Utara  sesuai
Peraturan Perundang-Undangan;

2.  Meningkatnya   peran   serta   perusahaan   dalam   pelaksanaan

pembangunan   dan   perlindungan   kesehatan   masyarakat   di
Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Sasaran
Sasaran pelaksanaan Kegiatan TJSLP Tahun 2024 adalah :

1.  Terfasilitasinya  pelaksanaan  Kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial
dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara;

2.  Terlaksananya Rapat Forum TJSLP Kabupaten  Bengkulu  Utara
Tahun 2024;

3.  Terlaksananya koordinasi  Kegiatan Tanggung Jawab  Sosial  dan
Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara.
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11. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TJSLP

A. Capaian Pelahanaan Kegiatan
Pelaksanaan     Kegiatan     Tanggung     Jawab     Sosial     dan

Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024
sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara yang belum
stabil. Selain itu juga kondisi ekonomi yang saat ini semakin berat

juga berdampak pada keuangan perusahaan yang pada akhirnya
juga   berdampak   pada   kemampuan   perusahaan   melaksanakan
Kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan.
Capaian   pelaksanaan   Kegiatan   Tanggung   Jawab   Sosial   dan
Lingkungan Perusahaan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi  Pelaksanaan  Kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan
Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara
Pelaksanaan  Kegiatan Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan
Perusahaan   Kabupaten   Bengkulu   Utara   pada   tahun   2024
merupakan  pelaksanaan  tahun  Ketujuh  Kegiatan  TJSLP  yang
berpedoman   pada   mekanisme   yang   diatur   dalam   Peraturan
Daerah  Nomor  6  Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial
dan  Lingkungan  Perusahaan  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  5
Tahun    2020    tentang   Jaminan    Kesehatan    Daerah.    Dalam

pelaksanaan  Kegiatan  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan
Perusahaan  di  tahun  2024  masih  sama  dengan  tahun-tahun
sebelumnya     masih     dihadapkan     pada     kendala     dimana

perencanaan  program/kegiatan  TJSLP  oleh  perusahaan  untuk
tahun  2024  masih  belum  sepenuhnya  mengikuti  mekanisme

yang  diatur  dalam  Peraturan   Daerah  Nomor   6  Tahun   2017
tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan,
selain  itu  pada  pelaksanaan  TJSLP  tahun  Keenam  ini  telah
diterapkannya   Peraturan   Daerah   Nomor   5   Tahun   2020   tentang
Janrinan  Kesehatan  Daerah,  dimana  perusahaan  mengalokasikan
sebesar loo/o dari 30/o dana TJSLP untuk pembayaran JAMKESDA.
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Ditahun   ini   pun   masih   diwamal   dengan   belum   optimalnya

pelaksanaan    TJSLP    dimana    dari    62    (enam    puluh    dua)
perusahaan   sebagai   anggota   Forum   TJSLP   hanya   beberapa
perusahaan  yang  melaksanakan  kegiatan  TJSLP  di  Kabupaten
Bengkulu Utara.

Tabel 1
Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2024

No Nana Perusahaan Nilai Jumlah Realisasi Nama
TJSLP (RP) Jiwa (%) Kegiatan

1 PT. Sandabi lndah Lestari 43.260.000,- 103 100 JAMKESDA

2 PT. Alno Agro Utama 63.000.000,- 150 100 JAMKESDA

3 PT.  Firman Ketahun 42.420.000'- 101 100 JAMKESDA

4 PT.  Indonesia Riau Sri Avantika 42.000.000'- 100 100 JAMKESDA

Dalam pelaksanaan TJSLP tahun 2024 ada 4 perusahaan (6,450/o)

yang    melakukan    pelaksanaan    terkait    TJSLP    dengan    nilai
perjanjian keljasama Rp .190.680.COO,-.

Selengkapnya     dokumentasi     pelaksanaan     kegiatan     TJSLP
selengkapnya disajikari pada Gambar  berikut :

JfiE=.-........
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Ga.mbar  1.  Pela:ksanaan Kegiatan yang dila:ksanckan oleh perusahan

pelaksarra  TJSLP Tahan 2024.
8. Permasalahan yang Dinadapi

Permasalahan   yang   dihadapi   dalam   pelaksanaan   Kegiatan
TJSLP   Kabupaten   Bengkulu   Utara  Tahun   2024   adalah   sebagai
berikut :

1.   Masih   rendahnya   perusahaan   yang   melaksanakan   kegiatan
TJSLP sesuai Peraturan Daerah yaitu hanya ada  1  perusahaan

(1,61%)  yang  menyampaikan  laporan  keuangan,  3  Perusahaan
(4,83°/o)   yang   menyampaikan   laporan   pelaksanaan   kegiatan
TJSLP,  dan  4  perusahaan  (6,45)  yang  melakukan  pelaksariaan
terkait TJSLP;

2.   Masih  rendahnya  kepatuhan  perusahaan  dalam  melaksanakan
kegiantan   TJSLP   dan   masih   kurangnya   Perusahaan   yang
menyampaikan   laporan   keuangan   dan   laporan   pelaksanaan
Kegiatan TJSLP;

3.   Dalam  pembahasan  sfrorfzist  kegiatan  yang  akan  dibiayai  dari
Kegiatan TJSLP bersumber dari hasil musrenbang. Jenis usulan
menu   dan   kegiatan   belum   secara   komprehensif  menyajikan

Jri -----                '    ..-..     i.'          ,-'.   t
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usulan    dari    berbagai    bidang,    mayoritas    usulan    berupa

pembangunan infrastuktur;
4.   Jenis  usulan  musrenbang kurang  detail  terkait  dengan volume

dan   prakiraan   biaya,    sehingga   mengalami   kendala   dalam
menyusun s hortlist:,

5.   Masih kurangnya sosialisasi terkait mekanisme  Kegiatan TJSLP
di  tingkat  lapangan  baik  Pemerintah  Kecamatan,   Pemerintah
Desa,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh  Pemuda  dan
masyarakat secara umum;

6.   Perusahaan masih menghadapi kendala yaitu masih banyaknya

pengeluaran    di    tingkat    lapangan    yang    mengatasnamakan
Kegiatan TJSLP;

C. Upaya Pemecahan Permasalahan yang Dihadapi
Upaya    pemecahan    permasalahan    yang    dihadapi    dalam

pelaksanaan  Kegiatan  TJSLP  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun
2024 adalah sebagai berikut :
1.   Meningkatkan   koordinasi   dengan   Forum   TJSLP   Kabupaten

Bengkulu   Utara   dengan   meningkatkan   intensitas   koordinasi
melalui  rapat,   sehingga  berupaya  agar  pelaksanaan  kegiatan
TJSLP  tahun   berikutnya  mengacu   pada  pelaksanaan  TJSLP
sesuai mekanisme Peraturan Daerah;

2.   Meningkatkan  komunikasi  Forum  TJSLP  Kabupaten  Bengkulu
Utara dengan mengoptimalkan sarana komunikasi seperti surat-
menyurat dan pemanfaatan u/hatsqup G7"p TJSLP;

3.   Mengoptimalkari    kinelja    Sekretariat    F`orum    TJSLP    dalam

penyusunan   shortlist-shortlist   kegiatan   TJSLP,   pelaksanaan
monitoring dan evaluasi;

4.   Meningkatkan   sosialisasi   pada   berbagai   kesempatan   kepada
semua    pemangku    kepentingan    balk    perusahaan,    aparat

pemerintahan  dan  masyarakat  terkait  mekanisme  pelaksanaan
TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara.

9
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Ill. KESIMpuLAN DAnr SARAnT

A.  Kesimpulan
1.  Pelaksanaan  Kegiatan  TJSLP  Kabupaten  Bengkulu  Utara  pada

tahun  2024  cukup  mengalami  penuruan  dari  segi  persentase
dibandingkan  tahun  sebelumnya  baik  dari jumlah  perusahaan
maupun    nilai    Kegiatan    TJSLP,     perusahaan    yang    yang
melaksananakan  Kegiatari TJSLP berpedoman pada mekanisme

yang  diatur  dalam   Peraturan   Daerah   dimana  hanya  ada   1
perusahaan  (1,61%)  yang  menyampaikan  laporan  keuangan,  3
Perusahaan  (4,830/o)  yang  menyampalkan  laporan  pelaksanaan
kegiatan  TJSLP,   dan  4  perusahaan  (6,450/o)  yang  melakukan

pelaksanaan terkait TJSLP;
2.  Meningkatkan   koordinasi   dengan   Forum   TJSLP   Kabupaten

Bengkulu   Utara   dan   sosialisasi   pada   berbagai   kesempatan
kepada semua pemangku kepentingan baik perusahaan,  aparat

pemerintahan  dan  masyarakat  terkait  mekanisme  pelaksanaan
TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara.

I.  Saran
1.  Diperlukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan kepada semua

pemangku   kepentingan   agar   dapat   memahami   mekanisme
Kegiatan TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara;
Diperlukan  penguatan  dalam  kamus  usulan  Sistem  Jri/ormas{
Pemerin±ahan     Daerah     (SIPD-RI)     gLgar:     masyarakat     dapat
menemukan jenis usulan yang bervariatif yang akan diusulkan
untuk Kegiatan TJSLP;

3.  Sekretariat Forum TJSLP diharapkan dapat melakukan verifikasi
lapangan atas usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh Kegiatan
TJSLP;

10
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4.  Sekretariat   Forum   TJSLP   diharapkan   dapat   meningkatkan

pelaksanaan   monitoring   dari   evaluasi   terhadap   pelaksanaan
Kegiatan TJSLP;

5.  Diperlukan  sosialisasi yang  terus  menerus  kepada  perusahaan
agar    dapat    meningatkan    kesadaran    perusahaan    dalam
menyampalkan  laporan  keuangan  perusahaan  sebagai  dasar

pengenaan kewajiban pelaksanaan Kegiatan TJSLP;
6.  Diperlukan  sosialisasi yang terus  menerus  kepada  perusahaan

agar    dapat    meningatkan    kesadarari     perusahaan    dalam
menyampaikan laporan hasil pelaksariaan Kegiatan TJSLP.

11
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>  Rekapitulasi   Pelaksanaan   Kegiatan  Tanggung  Jawab   Sosial   dan
Lingkungan    Perusahaan    (TJSLP)    Kabupaten    Bengkulu    Utara
Tahun 2024

No Nana Perusahaan
Nilai Jumlah Realisasi Nana

TJSLP (RP) Jiwa (%) Kegiatan

1 PT. Sandabi lndah Lestari 43.260.000,- 103 100 JAMKESDA

2 PT. Alno Agro Utama 63.000`000'- 150 100 JAMKESDA

3 PT. Firman Ketahun 42.420.000'- 101 100 JAMKESDA

4 PT.  Indonesia Riau Sri Avantika 42.000.000,- 100 100 JAMKESDA

>  Perusahaan Yang Melakukan Perianjian Keria Sama Untuk
Pembayaran Iuran JAMKESDA di Kabupaten Bengkulu Utara

NO

Bentuk Naskah Kesepakatan
Nilai TJSLP(Rp)

I(etBesama/Perjanjian Kerja Sama
(PKS)

1. PT. ALNO AGR0 UTAMA Rp. 63.000.000,-(Jamkesda) Realisasi 100%

2. PT.  FIRMAN  KETAUN Rp. 42.420.000,-(Jamkesda) Realisasi 100%

3. PT.  SANDABI  INDAH  LESTARI
Rp. 43.260.000,-(Jamkesda) Realisasi 100%

4. PT.  INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA Rp. 42.000.000,-(Jamkesda) Realisasi 100%

Total Rp. 190.680.000,- Realisasi 100%
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1. Jumlah Perusahaan 62

2.
Perusahaan yang menyampaikan

1 1,61
Iaporan keuahgan

PT.  BANK BENGKULU

3.
Perusahaan yang menyampaikan

3 4,83
laporan pelaksanaan TJSLP

PT. SANDABI  INDAH  LESTARl

PT. ALNO AGRO  UTAMA

PT.  PAMOR GANDA

4.
Perusahaan yang melakukan

4 6,45Kegiatan TJSLP

PT. ALNO AGRO UTAMA
Rp. 63.000.000'-(Jamkesda)

PT.  FIRMAN  KETAHUN Rp.42.420.000,-(Jamkesda)

PT. SANDABl  lNDAH  LESTARl Rp. 43.260.000'-(Jamkesda)

PT.  INDONESIA RIAU  SRI AVANTIKA Rp. 42.000.000,-(Jamkesda)
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PERJANJIAN KERJA SAMA
AVTARA

PEMERINTAII KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN

FT. INDONESIA RIAU SRI AVANTIKA

TENTANG
PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAII |JAMKESDA)

PADA KEc]rmATAN ULOK KupAI
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Ncf"or    .. \cO.a-I/c>G3 /Ptrs -ITR / a-Li /2o2Ji
Nomor     ..   00\l\&SA-®ul®Se /IV|  asqu

Padahariini zcpbu  , tanggal putpI  Pu'luL`    , bulan  +nca-et      , tahunDucz
R{bLt mci mJuhEmpci{ /       -       -2024/ bertempat di Bengkulu utara, yang
bertanda tangan di bawah ini :

1.      H.  MIAN

2.      PARESH
8 MODI

:   Bupati   Bengkulu  Utara,   berkedudukan  di  Jln.
Jenderal    Sudirman    Nomor    1    Arga   Makmur
Kabupaten      Bengkulu      Utara,      berdasarkan
Keputusan   Menteri Dalam Negeri Nomor  131.17-
357      tanggal      23      Februari      2021      tentang
Pengangkatan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak
Tahun     2020     di     Kabupaten     Pada     Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
mama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya  disebut PIHAK KESATU

:    Pimpinan    ryr.    Indonesia    Riau    Sri    Avantika,
berkedudukan  dan  berkantor di Jl.  Batang Hari
No.   63   RT   15   RW   03   Kelurahan   Nusa   lndah
Kecamatan      Ratu      Agung      Kota      Bengkulu,
berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 18 tanggal
10 April 2012 dalam hal ini bertindak untuk dan
atas mama Pr. Indonesia Riau Sri Avantika,
selanj.utnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK  KESATU  dan  PIHAK  KEDUA  selanjutnya  secara  bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a.  Bahwa  PIHAK  KESATU  adalah    Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan     Daerah     yang     memimpin     pelaksanaan     urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

b.  Bahwa  PIHAK  KEDUA  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang
Pertambangan.



c.   Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;
d.  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya

disingkat TJSLP adalah kewajiban  perusahaan  untuk berperan  serta
dalam   pembangunan   berkelanjutan   guna   meningkatkan   kualitas
kchidupan   dan    lingkungan,    yang   bermanfaat   bagi    Perusahaan,
Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

c.   Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang
selanjutnya  disingkat Ketua Forum TJSLP adalah Ketua Forum TJSLP
Kabupaten Bengkulu Utara;

f.   Direktur adalah orang yang memimpin perusahaan dalam pergerakan
urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;

9.  Jaminan   Kesehatan   Daerah  yang  selanjutnya  disingkat   Jamkesda
adalah  program  pemberian  bantuan  pembayaran  iuran  kepesertaan
Jaminan  Kesehatan  Nasional  dan  bantuan  pendukung  lainnya  bagi
penduduk  Kabupaten  Bengkulu  Utara yang dibayar  oleh  Pemerintah
Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.

h.  Badan  Penyelenggara  Jaminan   Sosial  Kesehatan  yang  selanjutnya
disingkat  BPLJS  Kesehatan yaitu  badan  hukum publik yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

i.   Perjanjian  Kelja  Sama  adalah  kesepakatan  bersama  antara  subyek
hukum (orang atau badan hukum) yang memberikan suatu perikatan
antara para pihak;

j.   Pengawasan bersama adalah  pengawasan yang dilakukan Para Pihak
baik langsung maupun tidak langsung.

PARA   PIHAK   memperhatikan   peraturan   perundang-undangan   sebagai
berikut :
1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staablad  1823 Nomor 23);
2.    Undang-Undang  Darurat Nomor 4 Tahun  1956 tentang Pembentukan

Daerah   Olonom   Kabupaten-kabupaten  dalam   Lingkungan   Daerah
Provinsi   Sumatera   Selatan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1956   Nomor   55,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor  1091);

3.    Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003    Nomor   47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   67,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4724)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.    Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   106,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik    Indonesia    Nomor    4756)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun

V



2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20" tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,
Tambahan    Lembaran    Negara   Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202.2
Nomor     4,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 6757);

7.    Undang-Undang    Nomor    30    Tahun    2014    tentang    Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5601)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti
Undang~Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi
Undang~Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6856);

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah  Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);

9.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Kerja  Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6322);

11. Peraturan M€nteri  Dalam Negeri  Nomor 22 Tahun  2020  tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan  Pihak  Ketiga  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun  2020
Nomor 371);

12. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015   tentang
Pembentukan    Produk   Hukum    Daerah    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Menteri  dalam   Negeri   Nomor   120  Tahun   2018   tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor  157);

13. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020   tentang
Pedoman   Teknis    Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Daerah Hhbupaten Bengivlu Utara Nomor 6 Tahun 2017
tentang   Tanggung   Jawab    Sosial   dan   Lingkungan    Perusahaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6,
TanbahanLembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1) ;

15. Peraturan  Bupati  Bengkulu  Utara  Nomor  25  Tahun  2017  Tentang
Pembentukan, Tata Kerja, Togas Pokok dan Fulngsi Serta Sekretariat
Fomm Tanggung Jawab Sosial dan I,in8kungan Perusahaan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)  Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja
sama  dalam  upaya untuk  mendorong  pelaksanaan  tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan.

(2)  Tujuan  Pebanjian  Kerja  Sama  ini  adalah  pelayanan  secara  optimal
kepada masyarakat.

Pasal 2
0BJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3
RUAING LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perianjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran iuran
Jamkesda sebanyak loo (Seratus) jiwa di Desa Bukit Berlian dan Desa Air
Lelang Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara selama 12 (dua
belas) bulan dengan Anggaran Biaya senilai Rp. 42.000.000,-(Empat puluh
dua Juta rupiah) dengan rincian :

»0 HONORELARTU rm HJun
AIArmTTBpe^T"caAI

1. 0002953555942 1703230412180001 AFRADHIAN ABIMAAQSA AIR LEENGI

2. 0002953555975 1703135408020003 BADRIYAH UTAMI AIR LELANGI

3. 0002953555964 1703136407730001 SUPJueMI AIR LELANGI

4. 0002953555953 1703130605700001 MASHUR SUPARNO AIR LELANGI

5. OcO2953555986 1703135904040cO 1 AENUR ROHIMAH AtR LELANGI

6. 0002953556008 I 703 1342 10540001 KJmsINI AIR LELENGI

7. 0002953555997 1703131305470001 AMAD SUYANTO AIR LEENGI
8. 0002953556019 1703130111540001 RARWITO AIR LELANGI

9. 00029535 56021 1703131111040001 RIFAN ROMADHON AIR LELENGI

10. 0002953556032 1703237005140001 Ayu FlmlANI AIR LEENGI
11. 0002953556043 1703230508160002 AGES ALHAFIDH AIR LEENGI
12. 0002953556054 1703231509180001 ANDARU SRTIAWAV AIR LEENGI
13. 0002953556065 1703132303590co I SUTOMO AIR LEENGI

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
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14. 0002953556076 1703136004650001 TAIVVIYAH AIR LELANGI

15. OcO29S3S56087 1703132608650001 SUPENO AIR LBENGl
16. 0002953S56098 I 703 13 500 1 68000 1 KUSWAVTI AIR LEIAIGI
17. 000295404931 I •1703124507540cO4 JBRATUN AIR LBLENG[

18. 0002953556133 170323670417coo i RAYA APRILIYANAZEEFAH AIR LELANGI

19. 0002953556122 1703134907850001 UMI KULSUM AIR LEIAIGI
20. OcO29S35561 1 I 1703131003800001 SUWELO AIR LBLANGI

21. 0002953556144 1703131 106050001 irm( AVsyAH AIR LEENGI
22. 0002953556177 1703232909170001 AZRIL AL ZIKRI AIR LEENGI
23. 0002953556166 1703135011820cO2 NURBIYATUN AIR LELANGI

24. OcO29S3556188 1703236207150001 AURA SIDQIAENZULARSY AIR LEENGI

25. OcO2953556199 I 70323 I 104 16000 1 RAFFASYA APRILLIO AIR LELANGl

26. 0002953556201 1703232009170001 MUHAMMAD ALBYARROsrm
AIR LELANGI

27. 0002953640597 1703235109160col ZAH RATUN AZIZAI1 AIR LEENGI

28. 0002953640608 1703232402210001 DILENFEBRLANSYAH
AIR LELANGI

29. 0002953640621 1703234805200cO2 ZOYA"I MEDIRA AIR LELAINGI

30. 0002953640632 17031 16303960001 FRTAT[N. W AIR LEENGI
31. 0003582989436 ' 1703135609630001

WAGIYEM AIR LELANGI

32. 0003 583059917 • 1703234 504180003 NAjwA FunMALII)YA AIR LELANGI

33. 0003583062189 ' 1703234 log 120cO 1 DAFFAENMlroDANy AIR LELANGI

34. 0003583063438 ' 1703132910100002
"ISDA DIAMSAH AIR LELANGI

35. 0003583077884 '1703230505180002 AneAN ALGHUFRON AIR LEENGI

36. 0003583080606 • 1703231209200001
DEDE HERMAWAN AIR LELANGI

37. 0003583087031 ' 1703233 I 10200cO I
SYAFIQ ABIDZAR AIR LEENGI

38. 0003583089911 ' 1703231208190001
THAHA AL JAFRI AIR LBLANGI

39. OcO3 583094 163 ' 1703234312180001
ADLLA N[SA ARDANl AIR LELANGI

40. 0003583157815 • 1703132101930001
UD[ IRAwiIN AIR LELAIGl

41. 0003583170865 ' 1703235804040001 AIWAR FAKIH AIR LELANGI

42. 0003583207776 •1703237012170002 DIARA SHAKIRAJA:XA. AIR LEENGI

43. 0003583210195 • 1703230709190001
F`IRDAN AR ROSYTD AIR LELANGI

44. 0003583213211 • 1703230503090cO I
MOHAMAD SHOLEH AIR LEENGl

45. 0003583299093 • 1703230804210001 RAFF`ASYA AB IZARAKRAM AIR LELANGI

46. 0003583302232 ' 170323S505180cO2
R[STY ASHALINA AIR LELANGI

47. 0003583303885 ` 1703232006200001 ARSA ADITIYA AIR LELANGI

48. 0003583305393 • 170313121252coo I
CASMINAH AIR LELANGI

49. 0003583307024 ' 1703136107560001 TUNIFun AIR LEIAIGI
50. 0003 S83308813 `1703234903180001 ALQIANA ADWA AIR LELANGI

51. 0003583311311 ' 1703234211200cO 1 QUITrA ALSAVAPIKO AIR LEENGI

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
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52. 0003 583317 701 • 1703131308020002 HAMAT JONl AIR LEENGI

53. 0003583320265 ' 170323180 5190002 MUHAMMAD DAF`FAAZRIEL AIR LELANGI

54. 00035833 S487 l ' 170323 1 5062cOoo I A- KINZARAVINDRA AIR LEENGI

55. 0003583365838 • 1703131502560001 YUNUS AIR LELANGI

56. 0003583366378 • 1703135005620001 JAENATUN AIR LELANGI

57. 0003583368404 ' 1703236905200001 SALMA SAFIRA
.ri_k.IEiHGI

58. 0003583370362 ' 1703236010190001 YcONA JESLYN AIR LELANGI

59. 00035833 72149 ' 1703232 508200002 ADAM ZiunlR ALASEGGAF AIR LELANGl

60. 0003583374309 ' 1703130101900002 FunMAT AIR LEENGI

61. 0003583377189 • 1703234303200001 ELISZA HUMAIRA AIR LELANGI

62. 0003583379687 • 1703232 703030001 SIS WAJI AIR LELANGI

63. 0003583380262 • 170323071017000 I FADn. SAADI ZAHID AIR LEENGI

64. 0003583389396 ' 1703231412200001 AslAr`!DEz ANVAIRRIZQ[ AIR LEENGI

65. 0003583453386 ' 170323 590819000 1 ZHAFIRA MUNAFusHANA AIR LEENGI

66. 0003583455647 ' 1703134406970001 EL[ ERLINA AIR LEENGI

67. 0003583463321 • 1703230908 I cooo I RISEN F`AUzl AIR LELAVGI

68. 0003583467358 • 1703235212190001 SITI NUR ADIZA AIR LELAIGI

69. 0003583468451 ' 170323421 I 190001 ANAVDIRALITUHAYU AIR LELANGI

70. OcO3S83471059 ' 1703235903541001 ENIYEM AIR LEENGl

71. 0003583472027 ' 1703230404160001 JUAN ALFARIZIEFENDl AIR LELENGl

72. 0003583473063 I 170323S 103210001 LEGITA SAFIRA AIR LELAIGI

73. 0003583473636 • 1703235808900001 SITI MUNIFAI AIR LELAIGI

74. 0003583473759 ' 1703234312150001 TIFANI PUTRI ALIFA AIR LELANGI

75. 0003583474503 ' 1703124308920002 AGUSTINA RAHAYU AIR LELANGI

76. OcO3583474762 ` 170312461. 2140001 LUTFI ZAIRA UTAMI AIR LEENGI

77. OcO3582994522 ' 17031 10104170007 AMMAR BAIHAQI
LEBONGTANDAI

78. OcO3583215966 ' 1703235 510991001 YULl OKTISARI BUKIT SARI

79. 0003583474931 ` 177103 I co l9cO002 AIDHIKA HENRI Burr
HERMAWAN BERLIJIN

80. 0003585384562 ' 1703130502810001 ASROFI SAQIRIL Burn
ALIM BERLIAN

81. 0003585384606 ' 1703230103150001 HALIM MAULANA Burr
SYAHPUTRA BERLIAN

82. 0003582478225 ' 1502124708720001 HALlun BURTBEELLAN

83. 0003582479169 ' 1502120408060001 DICRT SAPUTRA BUKITBEFtLLAN

84. 0003582487877 1703234510190001 AMINA OKTAVIA BUKIT
GUMAY BERLIJIN

85. 0003582816355 ` 17031205039cOOO 1 HENDRI EFENDI BUKITBERmN

86. 0003582834557 ' 1377042410170001 ATHAR[Z HIZAM BURIT
OKTAV BERLIAN

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
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87. 0003582840385
'17032324102cOOO1

MUHAMMADNAZARUDINRITONGA BumBERLLAN

88. 0003582984453 `1703232809160001 ANDI AZRARAFFASYA
E:ETIAN        I

89. 0003582995275
`1703231205170001 AI.FARIEZ BAGASPUTRAMAYZA E:EL     I

90. 0003583202703
' 1703234309160001 BEA ANANDA PUTRI BEETIAN         I

91.92. 0003583204626 '1703231504180001 MUHAMMAD ALNUROHMAN BURITBBRLLAN

0003 583207214
•1703130505550001 M JEMl

BURITBEELEN

93- 0003583344936 `1703130508020003 PRAMENISWANNOEGORO BUKITBERLIAN

94. 0003583360989 • 1 703236 1 1 2 1 6000 i REFA MELINDA
BurrBERLIAN

95. 0003583430155 ' 1703231803130002 ELDI ANDIRAsrmuTRA BURITBERLLAN

96. 0003583432989
'1703134305100001 OLIVIA PERMADANI

BURITBEELEN

197.
0003583435522 ` 17032343 I I 17000 I LAILA RITONGA

BURTTBERLIAN

98. 0003583436758 `1703121408950002 ERA
BURTTBBRLIIEN

99. 0003583473423 ' 1703230404190001 MUHAMMAD ARH,
BUK]TBERLIAN

loo. 0003583474165 '1703241206790001 RENO GUSTIAWAN
BUKITBERIIAN

Pasal 4
PELAKSAVEN

(1) PIHAK   KESATU   memfasilitasi   perikatan   kerja   sama   antara  BPJS
Kcsehatan dan perusahaan.

(2) PIHAK KEDUA melafukan perikatan kerja sama dengan BPJS dalam
rangka pelaksanaan pembayaran iuran Jarnkesda, dituangkan dalam
suatu Peljanjian Keria Sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari
perianjian ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1)  PIHAK KESATU berhak untuk :
a. Menerima    laporan    pelaksanaan  Pembayaran  luran  JAMKESDA

Kecamatan  Ulok  Kupai  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dari  PIHAK
KEDUA.

b. Memberikan  saLnksi  kepada  PII+AK  KEDUA  apabila  PIHAK  KEDUA
tidak melaksanakan kewajibannya.

(2)  PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. Memberikan  penghargaan  kepada  perusahaan  pelaksana Kegiatan

TJSLP;



b. Melakukan   pengendalian,   monitoring  dan   evaluasi   pelaksanaan
Kegiatan TJSLP.

(3)  PIHAK KEDUA berhak untuk :
Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

(4)  PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan   Pembayaran   luran   JAMKESDA   Kecamatan   Ulok

Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
b.Menetapkan    TJSLP    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    3

merupakan    bagian   yang    tidak    terpisahkan    dalam    kebijakan
perusahaan;

c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada
PIHAK KESATU;

d. Perusahaan  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  perusahaan
kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua  biaya  yang  timbul  dari  pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Sama  ini
dibebankan  kepada  PARA  PIHAK  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1)  Pcrjanjian   Kerja   Sama      ini   berlaku   12   (Dua   Belas)   Bulan   sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

(2)  Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan
permohonan perpanjangan  memberit.ahukan  maksud  t.ersebut secara
tertulis  kepada  pihak  lainnya  paling  lambat  30   (Tiga  Puluh)  hari
sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan  Perjanjian  Kerja
Sama   ini   akan   diselesaikan   secara  musyawarah  untuk  mencapai
mufakat;

(2)  Apabila  penyelesaian  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak tercapai, maka penyelesaian
Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

(1)   Dalam  hal  terjadi  peristiwa  diluar  kemampuan  PARA  PIHAK  yang
merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK,
maka pihak .yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan



pemberitahuan   secara   tertulis   kepada   pihak   lainnya,   selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak mengalami keadaan memaksa;

(2)   Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.   Peperangan;
b.   Kerusuhan/huru-hara;
c„    Revolusi;
d.   Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai,  gunung meletus,

tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
e.    Perusahaan pailit;
f.    Pemogokan umum; dan
9.    Kebakaran.

(3)  Dalam  hal  terjadi  keadaan  memaksa,  PARA  PIHAK  sepakat  untuk
meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal  10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
b. Batas waktu Perjanj.ian Kerja Sama berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap
bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Y



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAII KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGAN

FT. SANDABI INDAII LBSTARI

TENTJING
pEMBAyARAN UAMINAN KrsEHATAN DAERAII (.AMHESDA)

PAPA KECAMATA)I PINANG RAYA
IIABUPATEN BENGKULU UTARA

Fpmol._.__..yi.fii:11_h_EL±h*TINn!ELEL[~aaJL
Nomor     :

Padahariini sewiN     ,tanggal out p0uJWuM4  ,bulan  Mftne|         ,tahunmcz
Ri.bu Z}to fttzu,h, Empcit / }f  - o} ~ 2024/ bertempat di Bengkulu Utara, yang
bertanda tangan di bawah ini :

1.      H. MIAN                  :    Bupati   Bengkulu   Utara,   berkedudukan   di  Jln.
LJenderal    Sudirman    Nomor    1    Arga    Makmur
Kabupaten      Bengkulu      Utara,      berdasarkan
Keputusan   Menteri Dalam Negeri Nomor  131.17-
357      tanggal      23      Februari      2021      tentang
Pengangkatan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Screntak
Tahun     2020     di     Kabupaten     Pada     Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
mama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya  disebut PIHAK KESATU

2.      IRFAm RAMBE Senior  Manager  Mill  PT.  Sandabi  Indah  Lestari,
berkedudukan di Desa Lubuk Banyau Kecamatan
Padang     Jaya     Kabupaten     Bcngkulu     Utara,
berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 178/ SIL-
JKT/HRD/V/2022 dalam hal ini bertindak untuk
dan atas mama PT. Sandabi lndah Lestari,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK  KESATU  dan  PIHAK  KEDUA  selanjutnya  secara  bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a.  Bahwa  PIHAK  KESATU  adalah    Bupati  sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan      Daerah     yang     memimpin     pelaksanaan     urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ot.onom

b.  Bahwa  PIHAK  KEDUA  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang
Perkebunan dan Pabrik.

c.   Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara;



d.  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutn},.a
disingkal  TJSLP  adalah  kewajiban  perusahaan  untuk  berperan  serta
dalam   pembangunan   berkelanjutan   guna   meningkatkan   kualitas
kehidupan    dan    lingkungan,    yang   bermanfaat    bagi    Perusahaan,
Pcmerintah Daerah maupun masvarakat;

e.   Ketua F`orum Tanggung Jawab So-sial dan Lingkungan Perusahaan yang
selanjutn`va   disingkat Kctua Forum TJSLP adalah Kelua Forum TJSLP
Kabupaten Bengkulu Utara;

1`.    Dircktur  adalah  orang yang  memimpin  perusahaan  dalam  pergc.rakan
urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;

9.  Jaminan   Kesehatan   Dacrah   yang   selanjutnya   disingkat   Jamkesda
ada[ah  program  pemberian  bantuan  pcmbayaran  iuran  kepcsertaan
Jaminan  Kesehatan  Nasional  dan  bantuan  pendukung  lainn.va  bagi
penduduk  Kabupaten  Bengkulu  Utara  yang  dibay'ar  oleh  Pemerintah
Daerah, perusahaan, dan pemerintah desa.

h.  Badan   Penyelenggara   |Jaminan   Sosial   Kesehatan   yang   selanjutn}'a
disingkat  BP`JS  Kesehatan yaitu  badan  hukum  publik  .vang  dibentuk
untuk men}|-elenggarakan program Jaminan Kesehatan

i.    Pcrjanjjan  Kcrja  Sama  adalah  kescpakatan  bersama  antara  subyck
hukum  (orang atau badan hukum) }rang memberikan  suatu perikatan
antara para pihak;

j.    Pengawasan  bersama  adalah  pengawasan yang dilakukan  Para  Pihak
baik langsung maupun tidak langsung.

PARA   PIHAK   memperhatikan   peraturan   perundang-undangan   sebagai
berikut  :
1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staablad  1823 Nomor 23);
2.    Undang-Undang  Darurat Nomor 4 Tahun  1956 tentang Pembentukan

Daerah   Otonom   Kabupaten-kabupaten   dalam   Lingkungan   Daerah
Provinsi   Sumatera   Sc`]atan   (Lcmbaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    1956    Nomor   55,    Tambahan   Lembaran    Negara    Republik
ln(1onesia Nomor  1091);

3.    Undang-Undang  Nomor   17   Tahun   2003   lentang  Keuangan   Negara
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2003    Nomor   47.
Tambahan Lc`mbaran Negara Rc`publik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal
'Lembaran    Negara    Rc.publik    Indonesia    Tahun    2007    Nomol.    67,

Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomt]r    4724)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2023   tentang  Penetapan   Peraturan   Pemcrintah   Pengganti   Undang-
Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomoi-4] ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.    Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Pcrscroan  Terbatas
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor    106,
Tambahan    Lc`mbaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4756)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2u23  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-



Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
LTndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran   Ncgara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor   1  Tahun
2022   tentang   Hubungan   Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  4,   Tambahan   Lembaran   Negara   Rc-publik  Indonesia   Nomor
6757);

7.    Undang-Undang    Nomor    30    Tahun     2014     tentang    Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  292,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5601)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomt]r  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pcmerintah   Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi
Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomo}.
6856);

8.    Peraturan  Pemcrintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah  Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    5,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5275);

9.    Peraturan  Pemerintah  Nom()r  28  Tahun   2018   tentang  Kerja   Sama
Daerah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoi. 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6219);

10.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Ncgara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomtjr  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6322);

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan  Pihak  Ketiga  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 371);

]2.  Pcraturan   Mcnteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015   tentang
Pembentukan    Produk    Hukum    Daerah    (Berita    Negara    RepubliktLidoncsia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan   Menteri   dalam   Negeri   Nomor   120   Tahun   2018   tentang
perubahan atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembc`ntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor  157);

13. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020   tentang
Pedoman    Teknis    Pengelolaan    Keuangan    Daerah    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  1781 );

14. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  6  Tahun  2017
tentang    Tanggung    Jawab    Sosial    dan    Lingkungan    Perusahaan
(Lembaran  Daerah  Kabupatcn  Bcngkulu  Utara Tahun  2017  Nomor 6,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomorl);



15. Peraturan  Bupati  Bengkulu   Utara  Nomor  25  Tahun  2017  Tentang
Pembentukan,  Tata  Kerja,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Sert.a  Sckrctariat
Forum T€mggung `Jawab Sosial dan Lingkungan  Perusflhaan.

Pasal  1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1)   Maksud  Perjanjian  Kerja  Sama  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kerja
sama  dalam  upaya  untuk  mcndorong  pclaksanaan  tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan.

(2)  Tujuan  Perjanjian  Kerja  Sama  ini  adalah  pela.vanan  secara  optimal
kepada masyarakat.

Pasal 2
0BJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3
RUANG  LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembayaran iuran
Jamkesda  scbanyak  103  (Seratus  tiga)  jiwa  di  Kccamatan  Pinang  Raya
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Pasal 4
PELAKSANAAN

(I) PIHAK   KESATU   memfasilitasi   perikatan   kerja   sama   antara   BP`JS
Kcschatan dan pcrusahaan.

(2) PIHAK  KEDUA  melakukan  perikatan  kerja  sama  dengan  13P`JS  dalam
rangka  pelaksanaan  pembayaran  iuran  LJamkesda,  dituangkan  dalam
suatu  Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari
perjanjian ini.

Pasal 5
HAK  DAN  KEWAJIBAN

(1)   PIHAK KESATU  berhak untuk :
a. Menerima     laporan     pelaksanaan  Pembayaran  luran  `JAMKESDA

Kecamatan   Pinang  Raya  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dari  PIHAK
KEDUA.

b. Memberikan  sanksi  kepada  PIHAK  KEDUA  apabila  PIHAK  KEDUA
tidak mclaksanakan kewajibannya.

(2)   PIHAK KESATU  berkewajiban untuk  :
a. Memberikan  penghargaan  kepada  perusahaan  pelaksana  Kegiatan

TJSLP;
b. Melakukan   pengendalian,   monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan

Kegiatan TJSLP.

(3)   PIIIAK KEDUA berhak untuk :
Mt`ndapat penghargaan dari Pcmcrintah Dacrah.

(4)   PIHAk KEDUA berkewajiban  untuk  :
a. Melaksanakan  Pembavaran   luran  JAMKESDA  Kecamatan  Pinang

Ra.va Kabupaten Bengku]u Utara;
b.Monetapkan    TJSLP    sebagaimana    dimaksud     dalam     Pasal     3

merupakan    bagian    yang    tidak    terpisahkan    dalam    kebijakan
perusahaan;

c.  Men}'ampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan TJSLP kepada
PTHAK KESATU;

d. Perusahaan  wajib  men}-ampaikan  laporan  keuangan   perusahaan
kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua  bia}J'a  .\'ang  timbul  dari  palaksanaan   Perjanjian   Kerja  Sama  ini
dibebankan  kepada  PARA  PIHAK  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

I,'     I-     ,i'          I     I    H



Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1)  Perjanjian   Kerja   Sama      ini   berlaku   12   (Dua   Belas)   Bulan   sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;

(2)  Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan
permohonan  perpanjangan  memberitahukan  maksud  tersebut  secara
tertulis   kepada  pihak  lainnya  paling  lambat   30   (Tiga  Puluh)   hari
sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam  hal  terjadi  perselisihan  terhadap  pelaksanaan  Perjanjian  Kerja
Sama   ini   akan   diselesaikan   secara   musyawarah   untuk   mencapai
mufakat:

(2)  Apabila  pen`velesaian  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidaktercapai,makapenyelesaian
Perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

(1)   Dalam  hal  terjadi  peristiwa  diluar  kemampuan  PARA  PIHAK  yang
merupakan keadaan memaksa dan berakibat merugikan PARA PIHAK,
maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib menyampaikan
pemberitahuan   secara   tertulis   kepada   pihak   lainnya,    selambat-
1ambatnya 14 (empat belas) hari sejak mengalami keadaan memaksa;

(2)   Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.    Peperangan;
b.   Kerusuhan/huru-hara;
c.    Revolusi;
d.    Bc`nc`ana alam  (banjir,  gempa bumi besar,  badai,  gunung meletus,

tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah penyakit);
e.    Perusahaan pailit;
f.    Pemogokan umum; dan
9.    Kebakaran.

(3)  Dalam  hal  terjadi  keadaan  memaksa,   PA.RA  PIHAK  sepakat  untuk
meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal  10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
b. Batas Waktu Perjanjian Kelja Sama berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap
bermaterai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PERJANJIAN KERIA SAMA
JENTARA

PEMERINTAII KABUPATEN BENGKULU UTARA
DENGiEN

FT. AIN0 AGRO UTAMA

TENTIENG
PEMBAYARAN JAMINAN KESBHATAN DAERAII

PAPA KECAMATAN NAPAI PUTIH, KECAMATAN ULOK KUPAI, DAN
KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nomor     :         lco.9-7/4o/P`£JS -t+P/B+
Nomor     :         Osf /RM-S1/XII/2024

Pada hari ini  Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Desember, tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat (19/ 12/2024)  bertempat di Bengkulu Utara, yang bertanda
tangan di bawah ini :

1     H. MIAI]                 :    Bupati   Bengkulu   Utara,    berkedudukan   di   Jln.
Jenderal    Sudirman    Nomor     1     Arga    Makmur
Kabupaten       Bengkulu       Utara,        berdasarkan
Keputusan    Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  131.17-
357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengangkatan
Kepala   Daerah   dan   Wakil   Kepala   Daerah   Hasil
Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak Tahun  2020  di
Kabupaten  Pada  Provinsi  Bengkulu,  dalam  hal  ini
bertindak    untuk    dan    atas    mama    Pemerintah

2    IRWAm

Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya  disebut PIHAK KESATU

:    Pimpinan   FT.   Alno   Agro   Utama   yang   diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Direksi FT. Alno Agro
Utama Nomor : 637-HR/VIII/20 tanggal 30 Agustus
2020  yang  beralamat  di  Desa  Tanjung  Harapan
Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara,
dalam  hal  ini  bertindak untuk dan  atas nana FT.
Alno    Agro    Utama,    selanjutnya    disebut    PIHAK
KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a.   Bahwa   P]r-IAK    KESATU   adalah       Bupati   sebagai    unsur   penyelenggai`a

Pemerintahan  Daerah  .`-ang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
}'ang menjadi kewenangan daerah otonom

b.  Bahwa  P]HAK  KEDUA  adalah  peru`sahaan  yang  bergerak  di  bidang  bidang
Perkebunan dan  Pabrik.

c`.   Bupati adalah Bupati Bengkulu  Utara;
d.  Tanggung  Jawab   Sosial   dan   Lingkungan   Perusahaan   }'ang   selanjutn},.a

disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta  dalam
pembangur`.an  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan
lingkungan. yang bermanfaat bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun
mas,varakat;

e.   Ketua  Forum  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  .\'ang
selanjutn.`'a     disingkat  Ketua  Forum  TJSLP  adalah   Ketua  Forum  TJSLP
Kabupaten Bengkulu Utara;

f.    Direktur   adalah   orang  .`'ang   memimpin   perusahaan   dalam   pergerakan
urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;

9.  Jaminan  Kesehatan  Daerah  .Yang  selanjutn.va  disingkat  Jamkesda  adalah
program   pemberian   bantuan   pembayaran   iuran   kepeseitaan   Jamjnan
Kesehatan   Nasional   dan   bantuan   pendukung   lainn`\`a   bagi   penduduk
Kabupaten    Bengkulu    Utara    .Tang    dibayar    oleh    Pemerintah    Daeraht
perusahaan, dan pemerintah desa.

h,  Badan  Pen.\,-elenggara `Jamjrian  Sosial  Kesehatan yang selanjutn~va disingkat
BPJS    Kesehatan    i+Taitu    badan    hukum    publik   yang    dibentuk    untuk
men}'elenggarakan program Jaminan Kesehatan

i.    Perjanjian  Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subvek hukum
(orang atau badan hukum) yang memberikan  suatu perikatan ;ntara para
pihak;

j.    Pengawasan  bersama adalah  pengawasan .\i'ang dilakukan  Para  Pihak  baik
langsung maupun tidak langsung.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
I.    Undaiig-Undang    Nomor    17    Tahun    2003    tentang    Keuangan    Negara

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor 47,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4286)   sebagaimana   telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.    Undang-Undang    Nomor   25    Tahun    2007    tentang    Penanaman    Modal
(Irembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2007  Nomor 67,  Tambahan
Lembaran   iNegara   Republik   Indonesia   Nomor  4724)   sebagaimana   telah
diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomol. 6856) ;



3.    Undang-Undang   Nomor   40   Tahun    2007   tentang   Perseroan   Terbatas
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2007  Nomor  106,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor  4756)   sebagaimana   telah
diubah dengari  Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja   Menjadi   undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856) ;

4.    Undang-Undang  Nomor  23   Tahun   2014   tentang  Pemerintahan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor 224,  Tambahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)   sebagaimana  telah
beberapa kalj diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengga`nti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  Tentang  Cjpta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (I,embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41.  Tambahan  I,embaran
Negara Republik Indonesia       Nomor 6856);

.5.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 292`  Tambahan
Lembaran   Negara   Republjk   Indonesia.   Nomor   5601)   sebagaimana   telah
diubah dengan undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja   Menjadi   Undang~Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  lndcmesia
Nomor 6856} ;

6.    Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara
di  Provinsi  Bengkulu   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024
Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 7024);

7,    Peraturan    Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2012   tentang   Hibah   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  5`  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);

8.    Peraturan  Pemerintah  Nomor 28  Tahun  2018  tentang  Keria  Sama Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2018  Nomor 97,  Tambahan
Lembaran  Negara Republik Nomor 6219);

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah   (Lembaran   Negara  Repub]ik   Indonesia  Tahun   2019   Nomor  42,
Tambahan Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  22  Tahun  2020  tentang  Petunjuk
Teknis  Tata  Cara  Kerja  Sama  L)aerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 371 ):

11.Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    80    Tahun    2015    tentang
Pembentukan  Produk  liukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  20]5  Nomor  2036)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas
Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri     Nomor    80    Tahun    2015     tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor  157):

PIHAK  KE

i.Y
j

EDUA



12.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman
Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2020  Nomor  1781):

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Tanggung  LJawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun  2017  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor  1 );

14<  Peraturan    Bupati    Bengkulu    Utara    Nomor    25    Tahun    2017    tentang
Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Sekretariat Forum
Tanggung   Jawab   Sosial   dan   Lingkungan   Perusahaan   (`Berita   Daerah
Kabupaten Bengkulu  Utara Tahun 2017 Nomor 25).

Pasal  1
MAKSUD  DAN TUJUAN

(1)   Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama
dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan TJSLP.

(2)  Tujuan  Perjanjjan  Ke]ja Sama ini adalah pelayanan sec`ara optimal kepada
masvarakat.

Pasal 2
0BJEK  PERLJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3
RUANG  LINGKUP

Ruang  Lingkup  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  ini  adalah  Pembayaran  luran
Jamkesda sebanyak  150  (Seratus lima puluhj jiwa dj  Kecamatan  Napal futih,
Kecamatan Ulok Kupai, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara
selama  12  (dua  belas)  bulan  dengan  Anggaran  Biaya  senilai  Rp.  63.000.000,-
(Enam puluh tigajuta rupiah)dengan rincian  :
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Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pll~IAK KESATU memfasilitasi perikatan kerja sama antara BPJS Kesehatan
dan perusahaan.

(2) PIHAK KEDUA melakukan perikatan kerja sama dengan BP`JS dalam rangka
pelaksanaan   pembayaran   iuran   Jamkesda,   dituangkan   dalam   suatu
perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian
ini

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1)  PIHAK KESATU  berhak untuk :
a, Menerima  laporan  pelaksanaan Pembayaran luran Jamkesda Kecamatan

Napal   Putih,   Kecamatan   Ulok   Kupai,   dan   Kecamatan   Putri   Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara dari PIHAK KEDUA.

b. Memberikan  sanksi  kepada  PIHAK  KEDUA  apabila PIHAK  KEDUA tidak
melaksanakan kewajibannya.

(2)  PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
a. Memberikan penghargaan kepada perusahaan pe]aksana Kegiatan TJSLP;
b. Melakukan pengendalian, moniloring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan

TIJSLP'
(3)  PIHAK KEDUA berhak untuk :

Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.



(4)   PIHAK KEDUA berkewajiban untuk  :
a. Melaksanakan  Pembayaran  luran  Jamkesda  Kecamatan  Napa]  Putih,

Kecamatan Ulok Kupai, dan Kec`amatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu
Utara;

b. Menetapkan  TJSLP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  merupakan
bagian .\rang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan:

c.  Perusahaan  wajib  men},.ampaikan  laporan  hasil  pelaksanaan  pekerjaan
TJSLP kepada PIHAK KESATU;

d. Perusahaan wajib men}7ampaikan laporan keuangan perusahaan kepada
PIHAK KESATu.

Pasa] 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya }'ang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada
PARA  PIHAK  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibann}'a  sebagaimaTia  dimaksud
dalam Pasa] 5.

Pasal 7
JANGELA WAKTU

(1)  Perjanjian    Kerja    Sama        ini    berlaku     12    (Dua    Belas)    Bulan    sejak
ditandatanganin,va Perjanjian Kerja Sama ini;

(2)  Perjanjian  Kel-ja  Sama  ini  dapat  diperpanjang  berdasarkan  kesepakatan
PARA  PIHAK,   dengan   ketentuan  bahwa  PIHAK  .`7ang  akan   mengajukan
permohonan   perpanjangan   memberitahukap.   maksud   tersebut   secara
t€rtulis  kepada pihak  lainn}`a  paling lambat  30  (Tiga  Puluh)  hari  sebelum
Perjanjian  Kerja gama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN  PERSELISIHAN

{ I)  Dalam hal terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
ini akan diselesaikan secara mus~vawarah untuk menc`apai mufakat;

(2)  Apabila    penyelesaian    secara    musyawarah    untuk    menc.apai    mufakat
sebagaimana  dimaksucl  pada  ayat  (i)  tidak  tercapai,  maka  pen.\'-elesaian
Perseljsihan dilakukan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN  MEMAKSA

{1`!   Dalam    hal    terjadi    peristiwa    diluar    kemampuan    PARA    PIHAK    `yang
merupakan  keadaan  memaksa  dan  berakibat  merugikan   PARA  PIHAK,
maka  pihak  .Tang  mengalami   keadaa`n  memaksa  wajib  men.vampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainn~va.

(2)   Keadaar] memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat {1 }* meliputi :
a.    Peperangan;
b.   Kerusuhan/huru-hara;

EDUA



a.     Revolusi:
d.    Bencana alam (banjir, gempa bumi besar. badaj, gunung meletus. tanah

]oTigsor, angin topan, tsunami, wabah pen}i'akit):
e.    Perusahaan pailit;
f.     Pemogokan  umum; dan
9.    Kebakaran.

(3)  Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal  10
PF,NGAKHIRAN  KERJA SAMA

Perjanjian Keria Sama ini berakhir. apabila :
a. Merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK; dan
b. Batas Waktu Perianjian Ken.a Sama berakhii..

Demikian  Perjanjian  KeTja  Sama  ini  dtbuat  rangkap  3  (tiga),  2  (dua)  rangkap
bermaterai cukup dengan mempun.vat kekuatan hukum yang sama.

Mcngetahui,
KETUA

r`ORUM  TANGGUNG JAWAB  SOSIAL DAN  LINGKUNGAN  PERUSAHAAN
KABUPATEN  BENGKULU  UTARA

IRRAN RAMBE

PIHAK  KESATU    \   PIHAK

fD-9A-



FK
PERJiAvdlAN KERIA SAMA

ANTARA
PEMERINTAII KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN
FT. FIRMAN KETAUN

TENTANG
PEMEIAYARAN JAMINAN KESEHATAN DAERAII

PAPA KECAMATAN MARGA SAKTI SEBEIAT, KECAMATAN ULOK
KUPAI, KECAMATAN NAPAL PUTIH, DAN KECAMATAN ARMA JAYA

KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nomor \P±?_3J_J~\ / V)a3 ~\P / q2 .tr\ / rpovH
Nomor     :

Pada  hari  ini   Kamis,  tanggal  Sembjlan  Belas  bulan  Desember,  tahun  Dua
Ribu  Dua  Puluh  Empat  (19/12/2024)  bertempat  di  Bengkulu  Utara,  yang
bertanda tangan di bawah ini :

i.     H. MIAN                 :   Bupati    Bengkulu   Utara, berkedudukandiJalan
Jenderal    Sudirman    Nomor   01    Arga   Makmur
Kabupaten      Bengkulu      Utara,      berdasarkan
Keputusan   Menteri Dalam Negeri Nomor  131.17~
357 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Sercntak
Tahun     2020     di     Kabupaten     pada     Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
mama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya  disebut PIHAK KESATU

2.      R0BIANSYAII Pjs.  Kepala Teknik Tambang  FT.  Firman  Ketaun,
berkedudukan di Jl. R.E. Mardinata No. 86 Pagar
Dewa  Bengkulu,  berdasarkan  Surat  Nomor  8-
3810/MB.07/D13T.KP/2024,      dalam      hal      ini
bertindak   untuk   dan   atas   mama   Pr.   Firman
Ketaun,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
a.  Bahwa   PIHAK   KESATU  adalah     Bupati   sebagai  unsur  penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom



b.  Bahwa   PIHAK   KEDUA   adalah   perusahaan   yang   bergerak   di   bidang
pertambar[gan.

c.   Bupat,i adalah Bupati Bengkulu Utara;
d.  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  ~vang  selanjutn}ta

disingkat  TJSLP  adalah   kew'ajiban  perusahaan   untuk  berperan   serta
dalam    pembangunan    berkelanjutan    guna    meningkatkan    kualitas
kehidupan     dan     lingkungan,    `Tang    bermanfaat    bagi     Perusal-iaan,
Pemerintah Daerah maupun mas`varakat;

e.   Ketua  Forum Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan  Perusahaan }'ang
selanjutn}/'a    disingkat  Ketua  Forum  TJSLP  adalah  Ketua  Forum  TJSLP
Kabupaten Bengku]u  Utara;

f.    Direktur  adalah  orang  .\'ang  memimpin  perusahaan  dalam  pergerakan
urusan perusahaan dan menjadi kewenangannya;

9.  Jaminan Kesehatan Daerah yang se]anjutn.va disingkat Jamkesda adalah
program  pemberian  bantuan  pembayaran  iuran  kepesertaan  Jaminan
Kesehatan  Nasional  dan  bantuan  pendukung  lainnya  bagi   penduduk
Kabupaten   Bengkulu   Utara   yang   dibayar   oleh    Pemerintah    Daerah,
perusahaan, dan pemerintah desa.

h.  Badan    Pen.velenggara   Jaminan    Sosia]    Kesehatan    }'ang    selanjutnya
disingkat  BPJS   Kesehatan  jraitu  badan  hukum  publik  yang  dibentuk
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

i.    Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan bersama antara subvek hukum
(orang atau badan hukum) .tang memberikan suatu perikatan antara para
pihak;

j.    Penga``.asan bersama adalah pengawasan .\;ang dilakukan Para Pihak balk
langsung maupun tidak ]angsung.

PARA
berjkut

PIHAK    memperhatikan    peraturan    perundang-undangan    sebagai

1.    Undang-Undang   Nomor    17   Tahun   2003   tentang   Keuangan   Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4286)  sebagaimana  telah
beberapa    kali    diubah    terakhir    dengan    Undang-Undang    Nomor    6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.    Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2007   tentang   Penanaman   Modal
(Lembaran Negara Republik indonesia 'rahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4724)  sebagaimana  telah
diubah   dengan   Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan  Pcmcrintah  Penggantl.  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2022
Tentang Gpta Kei-ja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6856);
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3.    Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan   T'erbatas
(Lembaran    Negara    Repub]ik    Indonesia    Tahun    2007    Nomor    106.
Tambahan     I,embaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor    4756)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang~Undang  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.    Undang~Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    224.
Tambahan     Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor    5587j
sebagaimana {elah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-LTndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
T|Jndang-Undang   Nomor  2   Tahun   2022   Tentang  Cipta  Kerja   Menjadi
Undang-Undang     (Lembaran      Negara     Republik     Indonesia     Tahun
2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6856) ;

5.    Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tentang     Admjnistrasi
Pemel.intahan (Lembaran iNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5601)
sebagajmana telah diubah dengan Undang Nomoi` 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang~Undang  iNomor  2
Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang~Undang  (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia '-rahun  2023 Nomor 4] , Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.    Undang-Undang  Nomor  87  Tahun  2024  tentang  Kabupaten  Bengkulu
Utara di Provinsi Bengkulu  (I,embaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2024   Nomor   273,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 7024) ;

7.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   2   Tahun   2012   tentang   Hibah   Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2012  Nomor 5,  Tambahan
Lembaran Negara Repub]ik Indonesia Nomor 5275);

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang KeTja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
LembaraLn  Negara R€pub]ik Nomor 6219);

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun  2020  Nomor 371 );

H. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor   80   Tahun    2015    tentang
Pembentukan  Produk Hukum  Daerah (Berita  Negara  Repiiblik Indonesia
Tahun  2015  Nomor 2036)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menterj  Dalam  Negcii  Nomor  120  Tahun  2018  tentang  Perubahan atas
Peraturan    Menteri    Dalam   Negeri    Nomor   80   Tahun    2015    tentang
Pembentukan Produk Hukum  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Taliun 2019 Nomor  157):
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12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor  1781);

13.  Peraturan   Daerah   Kabupaten  Bengkulu   Utara  Nomor  6  Tahun   2017
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun  2017  Nomor  6,  Tambaharl
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu  Utara Nomor  1);•14.  Peraturan   Bupati   Bengkulu    Utara   Nomor   25   Tahun   2017   tentang

Pembentukan,  Tata  Kerja,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Serta  Sekretariat
Forum   Tanggung  Jawab   Sosial   dan   Lingkungan   Perusahaan   (Berita
Dacrah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017  Nomor 25).

Pasal  1
MAKSUD  DAN TUJUAN

{1j   Maksud   Pel-janjian  Kei.ja  Sama  inj  adalah   untuk  I-ncningkatkan   kel.ja
sama dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan TJSLP.

(2)  Tujuan   Perjanjian   Kerja   Sama   ini   adalah   pela.va.nan   secara  optimal
kepada mas}Jarakat.

Pasal 2
0BJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bidang Urusan Kesehatan

Pasal 3
RUANG  LINGKUP

Ruang  Lingkup  dalam  Perjanjian  Kerja  Sama  ini  adalah  Pembayaran  luran
Jamkesda  seban}-ak   101   (Seratus   satu)  jiwa  di   Kecamatan   Marga  Sakti
Sebelat,  Kecamatan  Ulok  Kupai,  Kecamatan  Napal  Putih,  dan  Kecamatan
Arma Ja~va Kabupaten Bengkulu  Utara selama  12  (dua belas)  bulan dengan
Anggaran Bia}Ja senilai Rp.  42.420.000,-(Empat puluh dua juta empat ratus
dua puluh ribu rupiah} dengan  rinc`jan  :
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Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PIHAK    KESATU    memfasilitasi    perikatan    kerja    sama    antara    BPJS
Kesehatan dan perusahaan.

(2) PIHAK  KEDUA  melakukan  perikatan  kelja  sama  dengan  BPJS  dalam
rangka  pelaksanaan  pembayaran  iuran  Jamkcsda,  dituangkan  dalam
suatu  perjanjian  kerja  sama yang  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari
perjanjian ini



Pasal 5
HAK DAN  KEWAJIBAN

|'1)   PIHAK KESATU  berhak  untuk  :
a. Menerima       laporan       pelaksanaan   Pemba.varan   ]uran   Jamkesda

Kecamat.an  Marga  Sakti  Sebelat,  Kecamatan  Ulok  Kupai,  Kecamatan
Napal  Putih,  dan  Kecamatan  Arma  Ja}J'a Kabupaten  Bengkulu  Utara
dart  PIHAK  KEDUA;

b. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KBDUA tidak
melaksanakan kewajibannva.

(2)   PIHAK  KESATU  berkewajiban untuk  :
a. Memberikan   penghargaan   kepada   perusahaan   pelaksana   Kegiatan

TJSI`P;
b, Melakukan    pengendalian,    monitoring    dan    evaluasi    pelaksanaan

Kegiatan TJSLP.

(.3)   PIHAK KEDUA berhak untuk :
Mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

(4)   PIHAk KEDUA berkewajiban untuk :
a. Melaksanakan  Pembay.aran  luran  Jamkesda  Kecamatan  Marga  Sakti

Sebelat, Kecamatan  U]ok Kupai dan Kec`amatan Arma Jaya Kabupaten
Bengkulu Utara;

b. Menetapkan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
bagian .`-ang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan;

c. Perusahaan wajib men.`'ampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan
TJSLP kepada PIHAK KESATU;

d. Perusahaan   wajib   men.vampaikari   laporan   keuangan    pe]-usahaan
kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua  bia`+ta  .\'ang  timbul  dari  pelaksanaan  kesepakatan  ini  dibebankan
kepada  PARA  PIHAK  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1)   Perjanjian    Kerja    Sama       ini   berlaku    12    (Dua   Belas)    Bulan    sejak
ditandatanganin.ya Perjanjian Kerja Sama ini ;

P!HAK  KE U    ;   PIHAKKEDUA



(2)  Perianjian  Kerja  Sama I.ni dapat diperpanjang berdasarkan  kcsepakatari
PARA  PIHAK`  dengan  ketentuan  bahu.-a  PIHAK  }'ang  akan  mengajukan
permohonan   perpanjangan   memberitahukan  maksud   tersebut  secara
tertu]is kepada pihak lainn~\,ra paling lambat 30 (Tiga  Puluh) hari  sebelum
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN  PERSELISIHAN

(I)   Dalam  hal  terjadi  perselisihan  terhadap  pelaksanaan  PeTjanjian  Kerja
Sama   ini   akan   di`seles&ikan    secara   musyawarah    untuk   mencapai
mufakat:

(2)   Apabila   pen.velesaian   secara   mus}'a\\'arah   untuk   mencapai   mufakat
sebagaimana dimaksud  pada a~\'at (1)  tidak tercapai`  maka penyelesaian
Perselisihan diiakukan di Pengadilan  Negeli Arga Makmur.

Pasal 9
KEADAAN  MEMAKSA

(1)   Dalam   hal   terjadi   peristiwa   diiuar   kemampuan    PARA   PIHAK   .\.aiig
merupakan  keadaan  memaksa  dan  berakibat  merugikan  PARA  PIHAK,
maka  pihak  `Tang  mengalami  keadaan  memaksa  wajib  men.vampaikan
pemberitahuari secara tertulis kepada pihak lainnya;

(2)   Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada a.vat (1!, meliputi :
a.    Peperangan:
b.    Kerusuhan/huru-hara;
c.     Revolusi;
d.    Bencana  alam  (banjir,  gempa  bumi  besar,  badai,  gunung  meletus,

tanah longsor, angin topan, tsunami, wabah pen~yakit);
a.    Perusahaan pailit;
f.     Pemogokan  umum; dan
9.    Kebakaran.

(3)   Dalam   hal   terjadi   keadaan   memaksa,   PARA   PIHAK   sepakat   untuk
mentnjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal  10
PENGAKHIRAN  KERJA SAMA

Perjanjian  Kerja Sama ini berakhir, apabila :
a.  Met-upakan kesepakatan tertulis darn PARA PIHAK; dan
b. Batas Waktu  Perjanjian  Kerja Sama berakhir.

PIHAK  KESATj



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap
bermaterai c`ukup dengan mempunyai kekuatan hukum .\ ang sama.

PIHAK KEDUA`

Mengetahui,
KETUA

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  LINGk'UNGAN  PERUSAHAAN
KABUPATEN  BENGKULU UTARA

IREjEN runBE
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PEMERINTAII  IIABUPATEN BENGKULU UTARA
EIADAN PERENCANAAN PEMRANGUNAN PENELITIAN

DAN PBNGEMBANGAN DAERAII
JaLein   Jenderal.  Sudirrnan  No`  05 Arga  Makmur Kode  Poe 3861 I  Tclepen (0737)  521088  Fax.  (0737)  S221 ls

Website  : HEnyJbappelithangda.berLglculuutara.go.id E-mail :  bapoedaLbutq!igrnaiJ.com

Arga Makmur,       Desember2023

SURAT PENGANTAR
Nomor :0|0/961.a./ 3APptLITBAtlc!DA  . 9|   /2-02-a

Kepada Yth.
Da`f our Terlampir

Di--

Tempat

Uraian Keterangan
Shortlist  Kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial
dan          L ingkungan          Perusahaan/Forum
Corporate  Social  Responsibility  Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2024

Disampaikan  dengan  hormat`  sebagai  bahan

pelaksanaan     Kegiatan    Tanggung    Jawab
Sosial       dan        Lingkungan       Perusaliaan
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BENGKUI,U UTARA

SELAKU KEPALA SEKRETARIAT TJSLP.

Dr. M. DODI HARDINATA. S.Sos. M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b

NIP.198007 2003121002



Lampiran :   Surat Pengantar Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor        :
Tanggal      :

I.    Pimpinan FT.
2.    Pimpinan FT.
3.    Pimpinan FT.
4.    Pimpinan  PT.
5.    Pimpinan pT.
6.    Pimpinan FT.
7.   Pimpinan FT.
8.   Pimpinan pT.
9.   Pimpinan FT.
10. Pimpinan PT.
1 1 .  Pimpinan  FT.
12. Pimpinan PT.
13. Pimpinan Pr.
14. Pimpinan FT.

INJATAMA
AVIRA UTAMA
INDONESIA RIAU  SRI AVANTIKA
BARA ANDHI  PRATAMA
CAKRAWALA DINAMIRA ENERGI
KRIDA DHARMA ANDIKA
KALTIM GLOBAL
FIRMAN KETAUN
CERENO ENERGI SELARAS
MAIJU TAMBAK SUMUR
RATU SAMBAN MINING
BENGKULEN  MINING
TITAN WIJAYA
RODA TEKNIKINDO PURAJAYA

15. Pimpinan SELAMAT GROUP
16. Pimpinan REUANG MANDIRI GRUP
17. Pimpinan
18. Pimpinan
19. Pimpinan
20. Pimpinan
21. Pimpinan
22. Pimpinan
23. Pimpinan
24. Pimpinan
25. Pimpinan
26. Pimpinan
27. Pimpinan
28. Pimpinan
29. Pimpinan
30. Pimpinan
31. Pimpinan
32. Pimpinan
33. fimpinan
34. Pimpinan
35. Pimpinan

FT.  SUMBER ALAM MAKMUR SEUATI
PT. ALNO AGRO UTAMA
FT.  AGRICINAL
FT.  PURNAWIRA DHARMA UPAYA
PT.  SANDABI INDAH LESTARI
FT.  SAWIT MAKMUR ESTATE
FT. BIMAS RAYA SAWITINDO
PT.  AGRO PERAK SEUAHTERA
CV.  CAKRAWALA BENGKUL;U
PT.  BUMI LINRAREZ
PT. YASA PATRIA PERRASA
FT.  SRIWIJAYA ANDALAS PRIMA
PT.  GRAND NIAGA INDONESIA
FT.  DIAMOND CEMERLANG
FT.  SAWIT MULYA
PT. AIR MURING
FT.  PERKEBUNAN NUSANTARA VII
FT.  PAMOR GANDA
PT.  JULANG OCA PERMANA

36. Pimpinan FT.  K]RANA AGRO MANDIRI
37. Pimpinan PT.  PULAU BATU INTAN
38. Pimpinan FT.  KIMBERLY BORNEO RESOURCES
39. Pimpinan FT. ANUGRAH PRATAMA INSPIRASI



40. Pimpinan FT.
41. Pimpinan PT.
42. Pimpinan FT.
43. Pimpinan FT.
44. Pimpinan FT.
45. Pimpinan FT.
46. Pimpinan FT.
47. Pimpinan FT.
48. Pimpinan PT.
49. Pimpinan FT.
50. Pimpinan PI`.
51. Pimpinan PI`.

BANK BRI CABANG ARGA MAKMUR
BANK BNI  CABANGA ARGA  MAKMUR
BANK BENGKULU CABANG ARGA MAKMUR
THIASA ENERGI
MUTIARA HITAM ENERGI
IAUT BIRU INDONESIA
UTOMO SELAHTERA BERSAMA GRAGO GRUB
BASARA HANERA PERRASA
PLN PERSERO CABANG ARGA MAKMUR
BANK MUAMALAT
RANDIRI
PDAM TIRTA RATUSAMBAN

52. Pimpinan RUMAH SAKIT CHARITAS
53. Pimpinan PEGADAIAN CABANG ARGA MAKMUR
54. Pimpinan HARIAN RADAR UTARA
55. Pimpinan PT.
56. Pimpinan PT.
57. Pimpinan PT.
58. Pimpinan FT.
59. Pimpinan FT.
60. Pimpinan PT.
61. Pimpinan PT.
62. Pimpinan Fyr.

FIOLEITA ARMA MANDIRI
SPBU KETAHUN
SPBU ARGA MAKMUR
SPBU PUTRI HIJAU
KIRIDA DARMA ANDIRA
BUMI ANUGERAH  SAWIT
TELKOM CABANG ARGA MAKMUR
BANK BTPN
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BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

SALINAN

PERATURAN DAERAH KA13UPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR   6    TAHUN2017

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang     :     a.     bahwa    Tanggung    Jawab    Sosial    dan    Lingkungan

Perusahaan    adalah    kewajiban    perusahaan    untuk
berperan   serta   dalarn   pembangunan   berkelanjutan

guna      meningkatkan      kualitas      kehidupan      dan
lingkungan,  yang  bermanfaat  baik  bagi  Perusahaan,
Pemerintah Daerah, maupun masyarakat;

b.     bahwa  agar  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan
Lingkungan     Perusahaan     memperoleh     hasil    yang
optimal,   Program   dan   kegiatan   yang   dilaksanakan
harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;

c.     bahwa  berdasarkan     ketentuan     Pasal  74   Undang-
Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan
Terbatas   dan   Pasal   15   Undang-Undang   Nomor   25

Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  mewajibkan
setiap   penanam   modal   di   Indonesia   melaksanakan

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan;

d.     bahwa     berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf a,  huruf b,  dan  huruf c  perlu
menetapkan   Peraturan  Daerah   Kabupaten  Bengkulu
Utara tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan.

Mengingat        :      1.     Pasal    18    ayat    (6)    Undang-Undang    Dasar    Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Danirat Nomor 4 Tahun  1956 tentang

Pembentukan   Daerah   Otonom   Kabupaten-Kabupaten



Dalam  Lingkungan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1956
Nomor   55,    Tambahan   Lembaran    Negara   Republik

Indonesia Nomor  1091);

3.    Undang-Undang     Nomor     5     Tahun     1990     tentang

Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistem

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1990
Nomor   49,    Tambahan    Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 3419);

4.    Undang-Undang    Nomor     19    Tahun    2003    tentang

Perusahaan    Milik  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.    Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2007    tentang
Penanaman     Modal      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia     Tahun     2007     Nomor     67,     Tambahran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;

7.    Undang-Undang    Nomor    40    Tahun    2007    tentang
Perseroan     Terbatas     (Lembaran     Negara     Republik

Indonesia     Tahun     2007     Nomor     106,     Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang Usaha
Mikro   Kecil   Menengah   (Lembaran   Negara   Republik

Indonesia   Nomor   93,   Tambahan   Lembaran   Negara

Republik Indonesia Nomor 4866);

9.    Undang-Undang    Nomor    4    Tahun     2009     tentang

Pertambangan   Mineral   dan   Batu    Bara    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor   4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);



10.  Undang-Undang    Nomor     11     Tahun    2009    tentang

Kesejahteraan    Sosial     (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor  12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11.  Undang-Undang    Nomor    32    Tahun    2009    tentang

Perlindungari    dan    Pengelolaan    Lingkungan    Hidup

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009
Nomor   140,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 5059);

12.  Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2011     tentang

Pemb entukan         Pe raturan         Peru ndang -undangan

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011
Nomor   82,    Tambahan   Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 5234);

13.  Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587)

Sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang

Perubahari   Kedua   Atas   Undang-Undang   Nomor   23

Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

14.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang
Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,   Pengendalian  dan
Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2008
Nomor   21,    Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 4817) ;

15.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang
Pelaksanaan   Kegiatan   Usaha   Pertambangan   Mineral
dan  Batubara   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2010  Nomor  29,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5111)  sebagaimana  diubah

beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah



Nomor 1  Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Mineral  dan  Batu  Bara

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2017
Nomor    4,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 6012);

16.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Taliun  2011  tentang

Tata  Cara Pengajuan  dan  Pemakaian  Nana Perseroan
Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2011  Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5244);

17.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang
Tanggung  Jawab   Sosial  dan   Lingkungan   Perseroaan
Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2012  Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5305);

18.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang

Perangkat      Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia     Tahun     2016     Nomor     114,     Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang

Pe mb i n aan       d an       Pe ngawas an       Penyel enggaraan
Pemerintah     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20.  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor

Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan

Program  Bina  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Badan       Usaha       Milik       Negara        Nomor       Per-

03/MBU/ 12/2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri    Badan    Usaha    Milik    Negara    Nomor    Per-

09/MBU/07/2015   tentang   Program   Kemitraan   dan
Progrln  Bina  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor
1928);



21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22.  Peraturan Menteri  Sosial Nomor 6 Tahun  2016  tentang

Tanggung     Jawab     Sosial     Badan     Usaha     Dalam
Penyelenggaraan  Kesejahteraan   Sosial   (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

23.  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral
Nomor   41   Tahun   2016   tentang   Pengembangan   dan

Pemberdayaan    Masyarakat    Pada    Kegiatan    Usaha
Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  1878);

24.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bengkulu  Nomor  1  Tahun

2014   tentang   Tanggung   Jawab   Sosial   Perusahaan

(Lembaran   Daerah   Provinsi   Bengkulu   Tahun   2014
Nomor  1);

25.  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun  2008  tentang  Rencana  Pembangunan    Jangka
Panjang  Daerah   (RPJPD)   Kabupaten  Bengkulu  Utara

Tahun       2006-2026    (Lembaran    Daerah    Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);

26.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor
11  Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah

Kabupaten      Bengkulu      Utara     Tahun      2015-2035

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun
2016 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 1);

27.  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9
Tahun  2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun
2016-2021    (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu

Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
Nomor    5    Tahun    2017    tentang    Perubahan    Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9
Tahun  2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun



2016-2021    (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu

Utara Tahun 2017 Nomor 5) ;

28.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor

14  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat     Daerah      Kabupaten     Bengkulu      Utara

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun
2016     Nomor     14,     Tambahan     Lembaran     Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :     PERA"RAN    DAERAII    TENTANG    TANGGUNG    JAWAB

SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4.   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah,   yang   selanjutnya   disingkat   DPRD

adalah  Lcmbaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.   Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  yang  selanjutnya
disingkat TJSLP adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam

pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan,   yang   bermanfaat   bagi   Perusahaan,    Pemerintah   Daerah
maupun masyarakat.



6.   Lingkungan   perusahaan   adalah   segala   sesuatu   yang   ada   di   sekitar

perusahaan   yang   mempengaruhi   kehidupan   masyarakat   sekitar   baik
secara langsung maupun tidak langsung.

7.   Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik  orang  perseorangan,  milik  persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,
baik    milik     swasta     maupun     milik    negara    yang     mempekerjakan

pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.   Rencana  Kelja  Pembangunan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RKPD

adalah  dokumen  perencanaan  daerah  untuk periode  1  (satu)  tahun  atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.

9.   Forum    Tanggung   Jawab    Sosial    dan    Lingkungan    Perusahaan   yang
selanjutnya disingkat F`orum TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi
antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Masyarakat dalam

penyelenggaraan TJSLP.
10. e-phannfng adalah  sebuah  alat penyusunan  Rencana  Kerja  Pembangunan

Daerah,  Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran  Sementara,
Kebijakan    Umum    Anggaran    Prioritas    Plafon    Anggaran    Sementara
Perubahan,  Rencana  Kelja  Pembangunan  Daerah  Perubahan  Kabupaten
agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat.

11. Sengketa    adalah    sesuatu    yang    menyebabkan    perbedaan    pendapat,

pertengkaran dan perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan TJSLP.

BAB  11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan   kesadaran   perusahaan    terhadap   pelaksanaan   program

TJSLP; dan

b. memberi pedoman dan arahan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan prograln TJSLP di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah:
a. terwujudnya  batasan yang jelas  tentang  TJSLP  berserta  pihak-pihak yang

menjadi pelal[unya;
b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan pelundang-

undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;



c. terwujudnya kepastian  dan  perlindungan  hukum bagi pelaku  dunia usaha
dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;

d. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan
dampak positif keberadaan perusahaan; dan

e. terprogramnya   rencana   Pemerintah   Daerah  untuk  melakukan   apresiasi
kepada   dunia   usaha   yang   telah   melakukan   TJSLP   dengan   memberi

penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB Ill

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. kebersamaan;

d. partisipatif dan aspiratif;

e. keterbukaan;

f.  berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

9. kemandirian; dan
h. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 5

(1)  Asas penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan
menggunakan prinsip-prinsip :
a. kesadaran umum;
b. kepedulian;

c. keterpaduan;

d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e.  sensitivitas;

f.  keberpihakan;

9. kemitraan;
h. inisiasi;



i.  mutualistis dan non diskriminasi; dan

j.  koordinatif.

(2)  Prinsip-prinsip sebagalmana dimaksud pada ayat  ( 1)  dilaksanakan dengan
berpedoman pada:
a. manajemen yang sehat;
b. profesional, transparan dan akuntabilitas;
c. kreatif dan inovatif;

d. terukur;
e. program perbaikan berkelanjutan; dan
f.  keadilan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup
Pasal 6

(1)  Ruang lingkup TJSLP meliputi:
a. perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  pengawasan,  pelaporan  dan

pembinaan; dan
b. bantuan  pembiayaan  terhadap  program  kegiatan  yang  tidak  terbiayai

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Provinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara.

(2)  Ruang   lingkup   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   berlarfu   dalam
kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak
atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

PEMBIAYRAN

Pasal 7

(1)  Pembiayaan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   6   ayat   (1)   huruf  b
dialokasikan    dari    sebagian    keuntungan    bersih    setelah    pajak    atau
dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

(2)  Pembiayaan terhadap pelaksanaan program kegiatari yang dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf b dialokasikan minimal sebesar 3% dari keuntungan

perusahaan setiap tahunnya.



(3)  Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau
berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  TJSLP  dengan
biaya  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perusahaan
dengan  memperhatikan  ukuran  usaha,  cakupan  pemangku  kepentingan
dan kinerja keuangannya.

BABV

PELAKSANA TJSLP

Pasal 8

(1)  Pelaksana    TJSLP    adalah  perusahaan  yang  menjalankan    usahanya  di
Daerah.

(2)  Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)   meliputi tingkat
pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 9
Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak :
a.   mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan

kegiatan usahanya; dan
b.   mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal  10

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan memiliki kewajiban :
a. menyediakan   dana  yang   berasal   dari   perusahaan   dengan   menetapkan

program  TJSLP  yang  akan  dilaksanakan  oleh  perusahaan  berdasarkan
rencana    ken.a    tahunan    yang    menyesuaikan     dengan     perencanaan

pembangunan daerah ;
b. menetapkan   TJSLP   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dalam

kebijakan perusahaan dalam peraturan perusahaan.
c. perusahaan   wajib   melaporkan   laporan   keuangan   perusahaan   kepada

Pemerintah Daerah; dan
d. pelaksanaan program kegiatan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan tidak

menghilangkan   kewajiban   lain   perusahaan   sesuai   dengan    peraturan

pen]ndang-undangan yang berlaku.



BAB VI

PROGRAM TJSLP

Pasal  1 1

(1)  Prograln TJSLP disusun dengan ketentuan sebagal berikut :
a. menitikberatkan pada usulan program kegiatan yang tertuang di dalam

RKPD  yang  tidak  terbiayai  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah,   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Provinsi   dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b, program  TJSLP yang akan  dilaksanakan  merupakan  hasil kesepakatan
melalui musyawarah Forum TJSLP; dan

c. dalam  pelaksanaan  program  TJSLP  Perusahaan  dapat  melaksanakan
secara  mandiri,  bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  atau  bekerjasama
dengan masyarakat.

(2)  Program    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    direncanakan    dan
dikembangkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial,  meningkatkan
kekuatan  ekonomi  masyarakat,  memperkokoh  keberlangsungan  berusaha

para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup
berkelanjutan.

Pasal 12

Program  TJSLP  yang  diusulkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11
ayat    (1)    huruf   a,    bersumber   dari   hasil   musyawarah   perencanaan

pembangunan  tingkat  Desa,  Kecamatan,  dan  Kabupaten  yang  tertuang
dalam aplikasi e-pha7t7tfrzg.

BAB VII

FORUM TJSLP

Pasal 13

( 1)  Dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan dan  mengharrnonisasikan
pelaksanaan program TJSLP, dibentuk  F`orum TJSLP.

(2)  Keanggotaan Forum TJSLP terdiri dari unsur :
a.  Perusahaan;
b.  Pemerintah Daerah;
c.   Akademisi; dan

d.  Masyarakat.

(3)  Untuk membantu Forum TJSLP dibentuk Sekretariat Forum TJSLP.



Pasal  14

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukan,  tata  ken.a,  tugas  pokok  dan
fungsi  serta  Sekretariat  Forum TJSLP  sebagaimana  dimaksud  pada pasal  13
ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGiIAN

Pasal  15

(1)  Pemerintah  Daerah  memberi penghargaan kepada perusahaan yang t€1ah
bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.

(2)  Bentuk  penghargaan  dan  tata  cara  penetapan  perusahaan  yang  berhak
menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal  16

(1)  Setiap  masyarakat  berkewajiban  mendorong  terciptanya  hubungan  yang
serasi    dan    seimbang    antara   perusahaan,    Pemerintah    Daerah    dan
masyarakat.

(2)  Setiap  masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam  menyampaikan  informasi
yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.

BABX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal  17

(1)  Bupati   melakukan   pembinaan   dan   pengawasan  terhadap   pelaksanaan
TJSLP.

(2)  Dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

Perusahaan  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;



b.pengumuman    dalarn    media    massa,     media    elektronik    dan    papan

pengumuman di sekitar lingkungan perusahaan;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuaan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
e. pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal  19

(1)  Apabila   terjadi   sengketa   dalam   pelaksanaan   TJSLP,   penyelesaiaannya
dilakukan secara musyawarah mufakat.

(2)  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
tidak tercapai,  para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian  sengketa
di luar pengadilan (non Zzt{gczsi)   dengan melibatkan mediator.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelaksanaan  TJSLP yang  sudah  atau  sedang  dilakukan  sebelum  berlakunya
Peraturan    Daerah    ini    tetap    diakui    keberadaannya    sepanjang    tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Hal-hal yang belum  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini  sepanjang  mengenai
teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah   ini   dengan   penempatannya   dalam   Lembaran   Daerah   Kabupaten
Bengkulu Utara.

Ditetapkan   di   Arga Makmur

pada tanggal    5 Juni 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur

pada tanggal  5 Juni 2017

Plt.  SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL..  S.H.,M.Hum
NIP.19690423 2002121003

NOREG   PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN   BENGKULU  UTARA,   PROVINSI

BENGKULU  :  (5/28/2017)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR     6     TAHUN2017

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I.     UMUM

Berdasarkan    ketentuan    Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas,  Perseroan yang  menjalankan  kegiatan  usahanya
di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dengan  mengalokasikan  dana  yang
diperhitungkan   sebagai   biaya   perseroan,   yang   pelaksanaannya   dilakukan
dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajiban.   Di  samping  itu   sesuai
ketentuan       Pasal    15   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2007   tentang

Penanaman   Modal  yang  mewajibkan   setiap   penanam   modal   di   Indonesia
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya
masyarakat  sekitar  lokasi  kegiatan  usaha  penanaman  modal  dan  mematuhi
semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  (TJSLP)  adalah  sebuah
konsep  dengan  mana  perusahaan  memutuskan  untuk  berkontribusi  kepada
masyarakat  agar  kehidupannya  lebih   baik,   dan  kondisi  lingkungan  tetap
teriaga  serta  tidak  dirusak  fungsinya.   Indonesia   saat  ini  sedang  mencari
konsepsi  tentang  nilai-nilai  itu  melalui  adopsi  berbagai     pemikiran  global

maupun      lokal      untuk      mendorong      perusahaan      mengakui      prinsip
bertanggung].awab  sosial  secara  terprogram  dengan  merujuk  konsep  TJSLP
sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan

pelaksanaan TJSLP, antara lain:
a.   kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan

penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perila]ou unsur
lingkungan perusahaan (bust.ness enLJfronmerL9 ;

b.   kriteria   sosial   semakin   meningkat   sehingga   mempengaruhi   keputusan
investasi  perorangan  dan  kelembagaan  baik  sebagai  konsumen  maupun
sebagai penanam modal;

c.   menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan
oleh aktivitas ekonomi; dan



d.   transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan inforlnasi modern
serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak  hanya mempunyai kewajiban

yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat
etis.

Etika  bisnis  merupakan  tuntunan  perilaku  bagi  dunia  usaha  untuk  bisa
membedakan mama yang balk dan mama yang tidak baik, nana yang boleh dan
mama yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  komunitas  dunia  usaha.  Kepedulian
kepada  masyarakat  sekitar  dan  lingkungan,  termasuk  sumber  daya  alam,
dapat  diartikan  sangat  luas.  Namun  secara  singkat  dapat  dipahami  sebagal

peningkatan   peran   serta  perusahaan   di   dalam   sebuah  komunitas   sosial
melalui  berbagai  upaya  kemaslahatan  bersama  bagi  perusahaan,  komunitas
dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi  trend global
seiring   dengan   semakin   maraknya  kepedulian   mengutamakan   pemangku
kepentingan.   TJSLP  juga   merupakan      perwujudan   akuntabilitas   publik,
membangun  dan  memperkokoh  kepercayaan,  keamanan  sosial,  memperkuat
investasi dan keberlanjutan perusahaan.   Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat
untuk  perlindungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dalam     dimensi  sosial
ekonomi,  kenyamanan  lingkungan  hidup  serta  mengurangi  kesenjangan  dan
ketertinggalan.    Bagi    Pemerintah    pelaksanaari   TJSLP   bermanfaat   untuk
menumbuhkan   komitmen   bersama   dan   sinkronisasi   program   Pemerintah
dengan    pihak    swasta    agar    dapat    terlaksana    secara    sistematis    dan
berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

11.    PASAL DEMI PASAL

Pasal  1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Huruf b
Cukup jelas

Yang  dimaksud  dengan  pemanghai  kepentingan  adalah  pihak

yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak   dari   perencanaan   danpelaksanaan   pembangunan
daerah.



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Yang  dimaksud   dengan  asas   kepastian  hukum adalah asas
dalam   negara     hukum     yang  meletakkan      hukum      dan
ketentuan     peraturan  perundang-undangan   sebagai     dasar
dalam  setiap kebijakan  dan tindakan.

Yang    dimaksud    dengan    asas    kepentingan  umum  adalah
asas kepentingan      di      semua      aspekdalam      bernegara,
berbangsa       dan  bermasyarakat   dalam   arti   yang   seluas-
luasnya  dan    yang    menyangkut  kepentingan    hajat    hidup
masyarakat  yang luas.

Yang  dimaksud  dengan  asas  kebersamaan adalah asas  yang
mendorong       peran       seluruh       pelaku usaha/perusahaan
secara   bersama-sama   dalam   kegiatari      usahanya      untuk
mewujudkan kesejahteraan  rakyat.

Yang  dimaksud dengan   asas   partisipatif  adalah keterlibatan
dalam suatu  proram  atau  kegiatan tertentu  dalam  berbagai
tahapan   tindakan,       yakni   keterlibatan       dalam       tahap

perencanaan, pelaksanaan, monitoring  dan   evaluasi   program
kegiatan.

Yang   dimaksud   dengan   asas   aspiratif  adalah harapan   dan
tujuan,   cita-cita,   keinginan   dan hasrat  untuk   keberhasilan

pada  masa  yang  akan datang.

Yang      dimaksud      dengan      keterbukaan      adalah     TJSLP
dilaksanakan  secara  transparan  sehingga  seluruh  pemangku
kepentingan  dapat  mengetahui  kewajiban  perusahaan  yang
telah dilaksanakan.



Hum ff

Huruf g

Huruf h

Pasal 5

Ayat (1)

Yang  dimaksud  dengan  berkelanjutan  adalah  pelaksanakan
TJSLP  diupayakan  dilaksanakan  seoptimal  mungkin  dengan
memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.
Yang    dimaksud    dengan    berwawasan    lingkungan    adalah
Kegiatan  TJSLP  diarahkan  pada  pemberdayaan  kondisi  sosial
masyarakat    melalui    kapasitas    lingkungan     hidup    yang
berkelanjutan.

Yang       dimaksud       dengan       prinsip  kemandirian   adalah

sikap keswaskarsaan, yaitu   berbuat  sendiri secara  aktif  dan
kebebasan  untuk  mengambil          keputusan,          penilaian,

pendapat    dan pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi   nasional   adalah   kegitan   TJSLP   diarahkan   pada
kegiatan yang selaras dan mendukung tujuan nasional.

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Prinsip   Kesadaran   Umum   adalah   apa   yang   akan
diwujudkan   di   dalam   masyarakat   melalui   proses

perubahan   komprehensif,   berdasarkan   ideologi   dan
pemikiran yang benar.

Yang   dimaksud   dengan   prinsip kepedulian   adalah
sikap    menghiraukan,  sikap    memperhatikan    orang
lain    atau  suatu    sikap    untuk    ikut    serta    dalam
mengerti   dan   memahami   masalah   serta kesusahan
orang    lain    yang  diwujudkan    dengan    membantu
berupa  dukungan materi maupun  non materi.

Yang       dimaksud        dengan       prinsip  keterpaduan
adalah      adanya   hubungan setiap   bagian   sehingga
secara  keseluruhan     tampak  keterkaitannya     baik
dalam kata maupun  realita yang ada



Huruf d

Huruf e

Humf f

Huruf g

Huruf h

Hunlf i

Yang   dimaksud   dengan   prinsip kepatuhan   hukum
adalah    ketaatan  hukum   yang    dikonkritkari  dalam
sikap, tindakan  atau tingkah  lahai  manusia.
Yang        dimaksud  dengan        prinsip        etika  bisnis
adalah     cara-cara untuk melakukan  kegiatan  bisnis

yang mencakup seluruh  aspek yang  berkaitan dengan
individu,  perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Yang        dimaksud        dengan        prinsip  sensitivitas
adalah               kepekaan        terhadap    kondisi    sosial
lingkungannya.

Yang  dimaksud  dengan  prinsip keberpihakan  adalah
hal  berpihakpada  kesejahteraan    dan    kemakmuran
masyarakat.

Yang         dimaksud         dengan         prinsip  kemitraan
adalah          adanya     kerjasamaantara     usaha     kecil
dengan   usaha  menengah    dan/atau   besar   disertal
oleh  pembinaan    dan    pengembangan  berkelanjutan
oleh      usaha      menengah dan/atau   besar      dengan
memperhatikan          prinsip          sating     memerlukan,
memperkuat    dan  menguntungkan        atau    perihal
hubungan/jalingan  kerjasama  sebagal mitra.

Yang     dimaksud     dengan     prinsip inisiasi     adalah
sikap              diri       perusahaan   yang              mampu
memunculkan           langkah   atau           upaya     yang
menimbulkan  dampak positif di masyarakat.

Yang        dimaksud        dengan        prinsip  mutualistis
adalah            mampu   membentuk      kemitraan      (rLe£

Ltjorfe{ng)   yang sating   menguntungkan   dengan   pihak

lain.

Yang          dimaksud          dengan          prinsip          non
diskriminasi     (tanpa  perbedaan)     adalah  pemberian



perlakuan     yang     sama     bagi  semua     dan     tidak
memberi  keuntungan kepada  pihak  tertentu  dengan
tetap memperhatikari  kepentingan  nasional.

Yang        dimaksud         dengan        prinsip  koordinatif
adalah       bersifat   koordinasi,  yaitu   mengemukakan
visi      dan      misi   untuk      mencapai      ketertarikan
hubungan  antara    perusahaan    dengan    masyarakat
sekitamya.

Yang  dimaksud       dengan       manajemen yang  sehat
adala manajemen  yang baik  jika  diukur  dari  tingkat

pertumbuan  modal,  aset,   volume   usaha   atau   dari
segi keuangan, produktivitas, pemasaran  dan kualitas
mutu yang baik.

Yang         dimaksud         dengan        profesional  adalah

profesi        yang    memerlukan  kepandaian        khusus
untuk   menjalankanny   kompeten       dalam       suatu

pekerjaan       tertentu,       mampu       menguasai   ilmu
pengetahuan        secara        mendalam ,  kreatif       dan
inovasi      atas   bidang  yang digelutinya   serta   harus
selalu    berpikir  positif    dengan    menjunjung    tinggi
etika dan integritas profesi.
Yang   dimaksud   dengan   transparan adalah   prinsip
keterbukaan     yang  memungkinkan           masyarakat
untuk  mengetahui           dan     mendapatkan     akses
informasi  seluas  tentang  tanggung jawab sosial.
Yang      dimaksud       dengan      akuntabilitas   adalah

penanggungjawab penyelenggaraan      suatu      urusan
p e in e rintahan                     dite ntukan          b erd as arkan
kedekatannnya dengan luas,   besaran dan jangkauan
dampak    yang     ditimbulkan  oleh     penyelenggaraan
suatu  urusan pemerintahan.

Ayat (2)

Hurufj

Huruf a

Huruf b



Huruf c

Huruf d

Humf e

Huluf f

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup j elas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal  10

Cukup jelas

Yang           dimaksud           dengan           kreatif  adalah
kemampuan                   untuk    menciptakan         atau
menghasilkan  sesuatu yang  baru.
Yang    dimaksud     dengan  inovatif    adalah     bersifat
memperkenalkan sesuatu yang baru.

Yang  dimaksud  dengan  terukur  adalah  dapat  dinilai
dari tujuan   dan  sasaran bidang yang dimaksud baik

yang   bersifat   kualitatif      maupun   kuantitatif  jika
dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Yang      dimaksud       dengan       program       perbaikan
berkelanjutan  adalah    program  yang  terus  menerus
mampu   menyesuaikan   diri  terhadap   perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan semi dalam   berkarya
dan berkehidupan bermasyarakat.

Yang  dimaksud  dengan  keadilan  yang  bijak  adalah
memberikan  hak yang  sama kepada orang lain sesuai
dengan  kebutuhan  dan    fungsinya  dengan  menaruh
segala sesuatu pada tempatnya.



Pasal  1 1

Cukup jelas

Pasal  12

Cukup jelas

Pasal  13

Cukup jelas

Pasal  14

Cukup jelas

Pasal  15

Cukup jelas

Pasal  16

Cukup jelas

Pasal  17

Cukup jelas

Pasal  18

Cukup jelas

Pasal  19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR  1
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Mengin8at 1.    Pasal   18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang~Undang Nomor 28 Tahun  1959  tentang Penetapan

Undang-Undang  Darurat   No.   4   Tahun   1956   (I,embaran
Negara Tahun  1956 No.  55), Undang-Undang Darurat No.  5

Tahun   1956  (Lembaran  Negara  Tahun   1956  No.  56)  dan

Undang-Undang   Darurat   No.   6   Tahun   1956   (Lembaran
Negara Tahun  1956  No.  57)  tentang  Pembentukan  Daerah

Tingkat 11 Termasuk Kotapraja,  Dalam  Lingkungan  Daerah

Tingkat    I    Sumatera    Selatan,    Sebagai    Undang-Undang

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1959  Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3.   Undang-Undang      Nomor      9      Tahun       1967      tentang

Pembentukan     Provinsi     Bengkulu     (I,embaran     Negara
Republik   Indonesia   Tahun   1967   Nomor   19,   Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4.    Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011     Nomor    82,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Nomor
5234)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang    Republik    Indonesia    Nomor    12    Tahun    2011

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor
183,    Tambahan   L€mbaran    Negara   Republik   Indonesia

Nomor 6398);

5.    Undang-Undang     Nomor     23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (I,embaran      Negara      Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah

diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   Tahun   2015   tentang   Pembahan   Kedua   Atas
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan      Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tanbahan  Ifmbarari
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.   Undang-Undang  Nomor  40  Tahun   2004   tentang  Sistem
Jaminan    Sosial    Nasional    (Lembaran    Negara    Republik



Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7.    Peraturan   Pemerintah   Nomor   101   Tahun   2012   tentang

Penerima  Bantuan  luran  Jaminan  Kesehatan  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2012    Nomor    264,

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Nomor

5372)    sebagaimana   telah   di   ubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   101   Tahun   2012   tentang

Penerima  Bantuan  luran  Jaminan  Kesehatan   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

8.    Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018 Nomor  165)  sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
tentang Perubahan  kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor
82   Tahun   2018   tentang  Jaminan  Kesehatan   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

9.    Peraturan    Daerah     Nomor     14    Tahun    2016    tentang

Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Bengkulu  Utara  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara Tahun 2016 Nomor  14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  9)   sebagaimana  telah

diubah   dengan   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bengkulu
Utara   Nomor   3   Tahun   2020   tentang   Perubahan   Atas
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor   14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah   Kabupaten   Bengkulu   Utara   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DBWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH

dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSRAN:

Menetapkan     :     PBRATURAN     DABRAH     TENTANG     JAMINAN     KESEHATAN

DAERAH.



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Bengkulu utara.
2.     Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah    membayar   luran    atau    lurannya   dibayar   oleh
Pemerintah Pusat,  Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu,
atau Pemerintah Daerah.

3.      Pemerintah   Pusat   adalah   Presiden   Republik   Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  menteri

sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang-Undang   Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun  1945.

4.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur

penyelenggara    pemerintahan    daerah   yang    memimpin
pelaksanaan     urusan     Pemerintahan     yang     menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

5.     Bupati adalah Bupati Bengkulu utara.
6.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan

7.

8.

9.

Dewan Pervakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah     yang
selanj.utnya   disingkat  APBD   adalah   rencana   keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama    oleh    Pemerintah    Daerah    dan    DPRD,    dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kartu Indonesia Sehat adalah identitas peserta Jamkesda

yang memuat paling sedikit nana dan nomor kepesertaan
BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan nomor identitas
Kependudukan      sebagai      bukti     yang      sah      untuk
mendapatkan pelayanan.
Penduduk  adalah orang yang  bertempat  tinggal  di  dalam
wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

10.   Pemberi  Pelayanan  Kesehatan yang  selanjutnya  disingkat
PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang



memberikan     pelayanan     kesehatan     kepada     peserta
Jamkesda berdasarkan suatu perianjian kerja sama mulai
dari  pelayanan   kesehatan  dasar  sampai   ke   pelayanan
tingkat lanjutan.

11.   Pelayanan   Kesehatan   Rujukan   Tingkat   Lanjut   adalah
upaya   pelayanan   kesehatan   perorangan   yang   bersifat
spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan
tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut dan rawat inap di
ruang perawatan khusus.

12.   Pelayanan  Kesehatan  Tingkat  Pertama  adalah  pelayanan
kesehatan    perorangan   yang   bersifat   non    spesialistik

(primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
13.   Manfaat  adalah  faedah jaminan  sosial yang  menjadi  hak

peserta dan/ atau anggota keluarganya.
14.   F`asilitas  Kesehatan  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan

yang     digunakan     untuk     mcnyelenggaralcan     upaya
pelayanan kesehatan perorangan, balk promotif, preventif,
kuratif    maupun    rehabilitatif    yang    dilakukan    oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

15.   Badan   Penyelenggara   Jaminan   Sosial   Kesehatan   yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan.

16.   Penduduk Pekelja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya

disingkat  PPBPU  adalah  setiap  orang  yang  bekeria  atau
berusaha atas risiko sendiri.

17.     Penyandang      Masalah      Kesejahteraan      Sosial      yang

selanjutnya     disingkat     PMKS     adalah     perseorangan,
keluarga,     anggota     kelompok     dan/atau     masyarakat
tertentu  yang  karena  suatu  hambatan,  kesulitan,  atau

gangguan,   tidak  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya,
sehingga tidak dapat texpenuhi kebutuhan hidupnya balk

jasmani,   rohani,   maupun   sosial   secara   memadai   dan
wajar.

18.   Orang   Tidak   Mampu   adalah   orang   yang   mempunyai
sumber  mata  pencaharian,  gaji  atau  upah,  yang  hanya
mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  layak  namun
tidak    mampu    membayar    Iuran    bagi    dirinya    dan
keluarganya.



19.   Fakir   Miskin   adalah   orang   yang   sama   sekali   tidak

mempunyai     sumber     mata     pencaharian     dan/atau
mempunyai    sumber    mata    pencaharian    tetapi    tidak
mempunyai   kemampuan   memenuhi   kebutuhan   dasar

yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
20.   Penerima    Bantuan    luran    Jaminan    Kesehatan    yang

selanjutnya   disingkat   PBI   Jaminan   Kesehatan   adalah
Fakir  Miskin   dan  Orang  Tidak  Mampu  yang  terdaftar
sebagai    peserta    program    Jaminan    Kesehatan    yang
dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

21.   Iuran  adalah  sejumlah uang yang dibayar  secara teratur
oleh  peserta,  pemberi  kelja,  dan/atau Pemerintah  Pusat,
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bengkulu,  atau  Pemerintah
Daerah.

22.   Jaminan  Kesehatan  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
Jamkesda      adalah      program      pemberian      bantuan

pembayaran   Iuran   kepesertaan   BPJS   Kesehatan   dan
bantuan  pendukung  lalnnya  bagi  penduduk  Kabupaten
Bengkulu Utara yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

23.   Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Negara     yang
selanjutnya   disingkat  APBN   adalah   rencana   keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

24.   Rekonsiliasi    adalah    Upaya    untuk    mengurangi    atau
menghindari  perbedaan  data  kepersertaan  Jamkesda  di
Daerah.

Pasal 2
Penyelenggaraan Jamkesda berdasarkan asas :
a,     jaminan kesehatan pelengkap;
b.     kepesertaan wajib;
c.      gotongroyong;

d.     keterbukaan;
e.      kemanusiaan;

f.       akuntabilitas;

9.      manfaat; dan
h.     keadilan.



Pasal 3

Penyelenggaraan Jamkesda bertujuan untuk:
a.      Memenuhi hak Fakir Miskin,  Orang Tidak Mampu,  PMKS,

dan PPBPU untuk memperoleh jaminan kesehatan; dan
b.     Melaksanakan   dan    mendukung   terselenggaranya   dan

tercapainya target program Jaminan Kesehatan nasional.

BAB  11

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGGELOLA JAMKESDA

Bagian Kesatu
Penanggung |Jawab Jamkesda

Pasal 4

(1)    Bupati       bertanggungjawab       dalam       penyelenggaraan
Jankesda.

(2)    Penyelenggaraan  Jamkesda  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  adalah  bagian  dari  sistem  Jaminan  Kesehatan
nasional.

Bagian Kedua
Pengelola Jamkesda

Pasal 5

(1)    Dalam penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud
dalam   Pasal   4   ayat   (1),   Bupati   menunjuk   pengelola
Jalnkesda.

(2)    Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas :

a.     Perangkat     Daerah     yang     membidangi      urusan
kesehatan; dan

b.     Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

(3)    Pengelola Jamkesda  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
bertugas:
a.     menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan

Jamkesda;
b.     mendata,    memverifikasi    dan    memvalidasi    calon

peserta Jamkesda;
c.      mengelola dana penyelenggaraan Jamkesda;
d.     berkoordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait

dalam pelaksanaan Jamkesda; dan
e.      melakukan     evaluasi     dan     laporan     pengelolaan

Jamkesda.



(4)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penunjukan  dan  tata
cara pelaksanaan  tugas pengelola Jamkesda sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (1),   ayat   (2),   dan   ayat   (3)   diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB Ill

KEPESERTRAN JAMKESDA

Pasal 6

(1)    Calon  peserta  Jamkesda  hafus  memenuhi  kriteria  yang
terdiri atas:
a.      FakirMiskin;

b.      OrangTidak Mampu;

c,      PMKS; dan/atau

d.      PPBPU

(2)    Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  huruf a sampai dengan huruf c merupakan Penduduk
yang   belum    terdaftar    sebagai    peserta    PBI    Jaminan
Kesehatan     dan/atau     belum     memperoleh     Jaminan
Kesehatan.

(3)    Calon pcserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)   mencakup   anggota   keluarga   dalam   1   (satu)   kartu
keluarga.

(4)    PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
atas:
a.     anak balita telantar;
b.     anak telantar;
c.     anakjalanan;
d.     anak dengan penyandang disabilitas;
e.     anak yang memerlukan perlindungan khusus;
f.      Ianjut usia telantar;

9.      penyandang disabilitas;
h.     korban penyalaligunaan napza;
i.      korban perdagangan orang;

j.      korban tindak kekerasan;
k.     penghuni panti asuhan;
i.      penghuni pantijompo; dan

in.    warga komunitas adat terpencil.

(5)    PMKS    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (4)    harus
memenuhi  kriteria  sesual  dengan  ketentuan   peraturan



perundang-undangan   yang   mengatur   tentang   kriteria
PMKS    dan    termasuk    dalam    kategori    Fakir    Miskin
dan/ ataurorang Tidak Mampu.

(6)    PPBPu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus
memenuhi  kriteria  sesuai  dengan  ketentuan   peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

(1)    Calon  peserta  Jamkesda  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.     memiliki kartu tanda penduduk elektronik Daerah;
b.     memilki kartu keluarga Daerah;
c.      memiliki kartu identitas anak Daerah;
d.     memiliki   akta   kelahiran   bagi   anak   yang   belum

memenuhi   persyaratan   untuk   memperoleh   kartu
identitas anak; dan

e.      bersedia  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  berbagai
kegiatan           sosial          kemasyarakatan          yang
diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa.

(2)    Dalam   hal   Calon   peserta   Jamkesda   belum   memiliki
dokumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a
sampal    dengan    huruf    d,     Perangkat    Daerah    yang
membidangi        uru sam        kepe ndudukan        me in ban tu
kepengurusan dokumennya tanpa dipungut biaya.

(3)    Persyaratan   bersedia   untuk   berpartisipasi   aktif   dalam
berbagaj    kegiatan    sosial    kemasyarakatan    dibuktikan
dengan surat pemyataan yang di tanda tangani oleh calon

Peserta.

BAB IV

RUANG LINGKUP JAMKESDA

Bagian Kesatu
Umun
Pasal 8

Jankesda meliputi :
a.     bantuan     pembayaran     Iuran     kepesertaan     Jaminan

Kesehatan Nasional Karfui Indonesia Sehat ; dan
b.     bantuan pendukung pelayanan kesehatan.



Bagian Kedua
Bantuan Pembayaran Iuran Kepesertaan LJaminan Kesehatan

Nasional Kartu Indonesia Sehat
Pasal 9

(1)    Bantuan     pembayaran     luran     kepesertaan     Jaminan
Kesehatan  Nasional  Kartu  Indonesia  Sehat  sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   8   huruf   a   diberikan   untuk
memberikan      Jaminan      Kesehatan      kepada      Peserta
Jamkesda.

(2)    Bantuan  pembayaran  luran  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1)  diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta
Jamkesda   melalui   skema   pembayaran   luran   Jaminan
Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

(3)    Skema  pembayaran  luran  Jaminan  Kesehatan  Nasional
Kartu  Indonesia  Sehat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat

(2)   dilakukan   oleh   Pemerintah   Daerah   kepada   BPJS
Kesehatan dengan perjanjian kerja sama.

(4)    Perjanjian  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(3)  dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit
memuat:

a.     hak dan kewajiban para pihak;
b.     jumlah peserta Jamkesda;
c.     jumlah Iuran dan mekanisme pembayaran;
d.     cakupan  Jarninan  Kesehatan yang  diberikan  kepada

Peserta Jamkesda; dan
e.     hal    lain    sesuai    dengan    peraturan    perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Bantuan Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

(1)    Bantuan  pendukung  pelayanan  kesehatan  sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada peserta
Jamkesda  untuk   mempermudah   mengakses   pelayanan
kesehatan.

(2)    Bantuan  pendukung  pelayanan  kesehatan  sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (1)    diberikan    kepada    peserta
Jamkesda dalam bentuk:  uang,  fasilitas pendukung,  atau
bentuk  lainnya  sepanjang  tidak  ditanggung  oleh   BPJS
Kesehatan.

(3)    Bantuan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan     kepada     peserta     Jamkesda     berdasarkan



pemohonan    diajukan    oleh    peserta    Jankesda    atau
kuasanya  kepada   Perangkat   Daerah  yang  membidangi
urusan  kesehatan  atau  Perangkat  Daerah  yang  ditunjuk
oleh Bupati disertai dengan alasan pendukung.

(4)    Permohonan   bantuan   pendukung  pelayanan   kesehatan
sebagainana dimaksud pada ayat (3)  dapat diajukan oleh

peserta  Jamkesda  sebelum  atau   sedang  menggunakan
pelayanan kesehatan.

(5)    Bantuan  pendukung  pelayanan  kesehatan  sebagalmana
dimaksud    pada    ayat    (3)    diberikan    kepada    peserta
Jamkesda dengan memperhatikan kondisi tertentu sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

(6)    Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pemberian
bantuan pendukung diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
BPJS

Pasal i 1

(1)    BPJS    Kesehatan    berdasarkan    perjanjian    kerja    sama
sebagaimana  dimaksud  dalarn  Pasal  9  ayat  (4)  bertindak
sebagai    penjamin    pelayanan   kesehatan    bagi   peserta
Jamkesda.

(2)    Penjamin   pelayanan   kesehatan   sebagaimana   dimaksud
pada ayat ( 1) berkewajiban:
a.     membiayai  manfaat  dan/atau  pelayanan  kesehatan

peserta    Jamkesda    sesuai    ketentuan    peraturan
perundang-undangan;

b.     memberikan    informasi    mengenal    penyelenggaraan

program  LJaminan  Kesehatan  sosial  kepada  peserta
Jamkesda dan masyarakat; dan

c.      memenuhi   kewajiban   selaku   penjamin   pelayanan
kesehatan  yang  diatur  dalam  perianjian  kerja  sa]na
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(3)    Penjamin   pelayanan   kesehatan   yang   tidak   memenuhi
kewajibannya    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)
dikenakan sanksi administratif.

(4)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa:



a.      teguranlisan;

b.     teguran tertulis; dan
c.      pembatalan kerja sama.

(5)    Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata  cara   pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal  12

Penjamin  Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  11  ayat (1) berhak:

a.     mernperoleh     pembayaran     iuran    jaminan     kesehatan
nasional kartu Indonesia sehat ; dan

b.     memperoleh  hak  lain  yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Kedua

Peserta Jamkesda

Pasal  13

Setiap peserta Jamkesda berhak:
a.      memperoleh Kartu Indonesia sehat;
b.     memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
c.      memperoleh   informasi   dan   penjelasan   yang   memadal

terkait penyelenggaraan Jamkesda;
d.     memberikan   kritik,   saran, informasi,   keluhan   dan/atau

laporan terhadap mutu pelayanan; dan
e.      memperoleh  penyelesalan  atas keluhan  dan/atau  laporan

yang  diajukan  kepada  tim  pembinaan  dan  pengawasan
Jamkesda.

Pasal  14

(1)     Setiap peserta Jamkesda wajib:
a.     membawa     Kartu     Indonesia     Sehat     setiap     kali

berkunjung ke PPK;
b.

C.

mematuhi  dan  mengikuti  semua  prosedur  standa.r

yang berlaku dalarn memperoleh pelayanan kesehatan
dan penyelenggaraan Jamkesda; dan
tidak     memberikan     atau     meminjamkan     Kartu
Indonesia      Sehat      kepada     orang      lain      untuk
dipergunakan       dalam       memperoleh       pelayanan
kesehatan.



(2)    Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)   huruf  b  dan   huruf  c, dikenakan   sanksi
administratif.

(3)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud  pada ayat (2)
berupa,
a.      teguran lisan;

b.     teguran tertulis; dan
c.      pencabutan kepesertaan.

(4)    Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENETAPAN JAMKESDA

Bagian Kesatu

Pendataan Calon Peserta

Pasal  15

(1)    Bupati   melakukan   pendataan   terhadap   calon   peserta
Jamkesda  melalui   Perangkat  Daerah  yang  membidangi
umsan sosial.

(2)    Pendataan      calon      peserta      Jamkesda      sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
a.     pengumpulan data calon peserta; dan
b.     verifikasi dan validasi data calon peserta.

(3)    Bupati    menetapkan    petunjuk    teknis    pendataan    dan
verifikasi   data   calon   peserta   Jamkesda   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1)    Perangkat    Daerah    yang    membidangi    urusan    sosial
menunjuk  petugas  untuk  melarfukan     pendataan  calon

peserta Jamkesda.
(2)    Petugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dalam

melakukan   pendataan   calon   peserta   Jamkesda   wajib
bexpedoman   kepada   petunjuk   teknis   yang   ditetapkan
Bupati.

(3)    Petugas yang  tidak  melakukan  pendataan  sesual  dengan

petujuk teknis dikenakan sanksi administratif.
(4)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



berupa:
a.      teguranlisan;
b.     teguran tertulis; dan/atau
c.      hukuman disiplin pegawai.

(5)    Ketentuan   lebih   lanjut  mengenai   tata   cara   pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal  17

(1)    Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2) huruf a diperoleh dari:

a.      selisih  dari  jumlah  F`akir  Miskin,  Masyarakat  Tidak

Mampu  dan  PMKS  pada  data  yang  dimiliki  Daerah

dikurangi  jumlah   Penduduk   yang   telah   terdaftar
sebagai PBI Jaminan Kesehatari; dan

b.     pendaftaran yang dilakukan oleh penduduk.

(2)    Pendaftaran  oleh  Penduduk sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  apabila  yang  bersangkutan
tidak masuk dalam data sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a.

Pasal 18

(1)    Data   sebagalmana   dimaksud   dalam   Pasal   17   ayat   (1)
diverifikasi  dan  divalidasi  oleh  Perangkat   Daerah  yang

membidangi urusan sosial dengan:
a.     berkoordinasi kepada kepala desa/lurah; dan/atau
b.     pengecekan secara langsung.

(2)    Perangkat    Daerah    yang    membidangi    urusan    sosial
memverifikasi dan memvalidasi data calon peserta

Pasal  19

(1)    Data  yang  telah  diverifikasi  dan  divalidasi  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal   18  dimuat  dalam  dafter  usulan
calon peserta Jamkesda.

(2)    Daffar usulan  calon peserta  sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1)  ditetapkan  dengan  keputusan  Kepala  Perangkat
Daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 20
Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  tata cara pengunpulan data



sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   17  serta  verifikasi  dan
validasi  data  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   18  diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Peserta

Pasal 2 1

(1)    Daftar   usulan   calon    peserta   Jamkesda    sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal   19  ayat  (2)  disampaikan  kepada
Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

(2)    Daftar  usulan  peserta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)   disampaikan  kepada  Bupati  oleh  Perangkat  Daerah
yang membidangi urusan kesehatan.

(3)    Daftar  usulan  peserta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2)  ditetapkan  menjadi  daftar  peserta  Jamkesda  dengan
keputusan Bupati.

(4)    Peserta  yang  telah   terdaftar  sebagai  peserta  Jamkesda
diberikan Kartu Indonesia Sehat.

(5)    Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),  Perangkat Daerah yang membidangi bidang kesehatan
mendaftarkan peserta Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga
Perubahan Data Peserta Jamkesda

Pasal 22

(1)    Perangkat    Daerah    yang    membidangi    urusan    sosial
melakukan perubahan data peserta Jamkesda.

(2)    Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.     pengurangan; dan/atau
b.     penanbahan.

(3)    Pengurangan peserta   sebagaimana yang   dimaksud   pada
ayat (2) humf a dilakukan apabila:
a.      peserta meninggal dunia;

b.     peserta sudah tidak berstatus penduduk;
c.      tidak   lagi   memenuhi   persyaratan   sebagal   peserta

Jankesda; dan/atau
d.     naik kelas perawatan atas permintaan sendiri.

(4)    Penambahan peserta sebagainana dimaksud pada ayat (2)



huruf  b  dilakukan  apabila  terdapat  seseorang  dan/atau
keluarga    memenuhi    kriteria    menjadi    calon    peserta
Jamkesda sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1).

Pasal 23

(1)    Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan berdasarkan
permohonan dari:
a.     peserta Jamkesda;
b.     keluarga peserta Jamkesda;
c.      anggotaDPRD;

d.     Iurah; dan/atau
e.      kepaladesa.

(2)    Perubahan  data  peserta  Jamkesda  disalnpaikan  melalui
surat permohonan ,

(3)    Surat permohonan pengurangan peserta Jamkesda paling
sedikit memuat:

a.     data  peserta  Jamkesda  yang  memenuhi  ketentuan
Pasal     22     ayat     (3)     yang     dilengkapi     dokumen

pendukung; dan
b.     identitas yang mengajukan pengurangan.

(4)    Surat permohonan penambahan paling sedikit memuat:
a.     identitas   calon   peserta   Jamkesda   yang   dilengkapi

dokumen persyaratan sesuai Pasal 7 ayat (1); dan
b.     identitas  yang  mengajukan  perubahan  data  peserta

Jamkesda.

(5)    Persetujuan     calon     peserta     Jamkcsda     dan     pejabat

pemerintahan     berwenang    setempat    domisili     peserta
Jamkesda dalam hal diajukan oleh anggota DPRD.

Pasal 24

(1)    Perubahan  data  peserta  Jamkesda  dilakukan  Perangkat
Daerah yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat

permohonan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  23  ayat
(2).

(2)    Perubahan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (1)   dilakukan   melalui   proses   verifikasi   dan
validasi  cleh  Perangkat  Daerah yang  membidangi  urusaLn
sosial.

(3)    Sebelum   perubahan   data   peserta   basil   verifikasi   dan



validasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   Kepala
Perangkat    Daerah    yang    membidangi    urusan    sosial

melakukan  rekonsiliasi  bersama  Perangkat  Daerah  yang
membidangi urusan kesehatan.

(4)     Rekonsiliasi     sebagaimana    dimaksud     pada     ayat     (3)
dilakukan  setiap  3   (tiga)   bulan  dalam  tahun  anggaran
berjalan.

(5)     Penetapan    perubahan    data    peserta    LJamkesda    hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan
oleh     Perangkat     Daerah     yang     membidangi     urusan
kesehatan kepada Bupati untuk di tetapkan.

(6)    Ketentuan   mengenai   verifikasi   dan   validasi   data   calon
peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal  18
dan Pasal  19 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi
dan validasi data perubahan peserta Jamkesda.

Pasal 25

(1)    Untuk     memverifikasi     dan     memvalidasi     data     calon
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   24   ayat   (2)   dan
rekonsiliasi  data  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24
ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
menunjuk petugas.

(2)    Petugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dalam
melakukan verifikasi,  validasi,  dan  rekonsiliasi  data wajib

berpedoman   kepada   petunjuk   teknis   yang   ditetapkan
Bupati.

(3)    Petugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  yang  tidak
melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data sesuai

petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.
(4)    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berupa,
a.      teguran lisan;
b.     teguran tertulis; dan/atau
c.      hukuman disiplin pegawai.

(5)    Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26
Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara    perubahan,



rekonsiliasi      dan      penetapan      data      peserta      Jarnkesda
sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    24,    diatur    dengan
Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 27

(1)    Peserta  Jamkesda  yang  telah  terdaftar  sebagai   peserta
Jaminan Kesehatan Nasional berhak memperoleh Manfaat
Jaminan  Kesehatan  yang  bersifat  pelayanan   kesehatan

perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif,  dan  rehabilitatif  terrnasuk  pelayanan  kesehatan
obat   dan   bahan    medis    habis    pakai    sesuai    dengan
kebutuhan medis yang diperlukan.

(2)    Manfaat Jaminan Kesehatan sebagalmana dimaksud pada
ayat   (1)   diberikan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan

perundang-undangan   yang   mengatur   tentang   jaminan
kesehatan.

Pasal 28

(1)    Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dilaksanakan
secara berjenjang dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
hingga  Fasilitas  Kesehatan  rujukan  tingkat  lanjut  sesuai
dengan kebutuhan medis.

(2)    Pelayanan     kesehatan     tingkat    pertama    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  oleh  fasilitas  tingkat

pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar.
(3)    Dalam     keadaan     tertentu,      ketentuan      sebagaimana

dimaksud   pada   ayat   (2)    tidak   berlaku   bagi   peserta
Jamkesda yang:
a.      berada  di  luar  wilayah  F`asilitas  Kesehatan   tingkat

pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar; atau
b.     dalam keadaan kedaruratan medis.

(4)    Peserta  Jamkesda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dapat  memilih  Fasilitas  Kesehatan  tingkat pertama  selain
Fasilitas  Kesehatan   tempat  peserta  Jamkesda  terdaftar

pertama  kali  setelah  jangka  waktu  3  (tiga)   bulan  atau
lebih.



Pasal 29

(1)    Dalam   hal   peserta   Jamkesda   memerlukan   Pelayanan
Kesehatan  Rujukan  tingkat  lanjut  atas  indikasi  medis,
fasilitas   kesehatan   tingkat  pertama  harus   merujuk   ke
fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjut  terdekat  sesuai  dengan
sistem  rujukan yang  diatur dalam  peraturan  perundang-
undangan.

(2)    Pelayanan  kesehatan  rujukan  tingkat lanjut  hanya  dapat
diberikan  atas  rujukan  dari  pelayanan  kesehatan  tingkat

pertama.
(3)    Ketentuan     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (2)

dikecualikan   pada   keadaan   gawat   darurat,    bencana,
kekhususan  permasalahan  kesehatan  peseta  Jamkesda,

pertimbangan   geografis   dan   pertimbangan   ketersediaan
fasilitas.

(4)    Tata cara rujukan  dilaksanakan  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30
Pendanaan  pelaksanaan Jamkesda  bersumber  dari  APBD  dan
sumber   lain   yang   sah   berdasarkan   ketentuan   peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3 1

(1)    Dalam   hal   Pendanaan  Jamkesda  yang  bersumber  dari
APBD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   30   belum

mampu   membiayal   seluruh   calon   peserta   LJamkesda,

Pemerintah Daerah dapat:
a.  bekerja   sama  dengan   perusahaan   di   Daerah   untuk

memperoleh dukungan pendanaan; dan/atau
b.  menyusun  kebijakan  dukungan  pendanaan  Jamkesda

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2)    Perusahaan  di  Daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat
( 1 ) huruf a meliputi:
a,     perusahaan milik swasta;
b.     badan usaha milik Negara;
c.      badan usaha milik Daerah; dan

salTlamuKunganpemt5rayaatTankeTgaaT
(2)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal  pemberian  penghargaan

sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   diatur   dengan
Peraturan Bupati.



(3)    Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hut a dapat dilakukan melalui:
a.     pengaduan secara langsung;
b.     pengaduan tertulis; dan
c.      pusat pengaduan.

(4)    Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   pembinaan
sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   dan  pengawasan
set]agaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   diatur   dengan
Peraturan Bupati.

BABX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

(1)    Masyarakat     berperan     aktif     dalam     penyelenggaraan
LJamkesda.

(2)    Peran  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
berupa:
a.     pemberian           saran           terhadap           perbaikan

penyelenggaraan Jamkesda; dan
b.     penyampaian    laporan    atau    pengaduan    terhadap

dugaan       pe lan ggaran       d alam       pe nye le n ggaraan
Jankesda.

Pasal 38

(1)    Peran   serta   masyarakat   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 37 ayat (2) disampaikan kepada tim pembinaan dan

pengawasan secara:
a.      Iangsung;

b.      tertulis; atau

c.      melalui pusat pengaduan.

(2)    Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan:

a.      identitas pelapor;

b.     uraian mengenai laporan atau pengaduan; dan
c.      uraian mengenai saran terhadap perbaikan.

(3)    Tim pembinaan dan pengawasan memeriksa laporan atau

pengaduan   yang   disarnpalkan   oleh   masyarakat   dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4)    Hasil  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
disampaikan   kepada  Bupati   untuk   ditindaklanjuti   dan



sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Jankesda.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1)    Petugas   yang   dengan   sengaja   melakukan   pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  16 ayat (2)
atau     Pasal     25     ayat     (2)      sehingga     menyebabkan
terlanggamya    hak    calon    peserta    dan/atau    peserta
Jamkesda, dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2  (dua)  bulan atau denda paling banyak Rpl5.000.000,00

(lima belas juta rupiah).

(2)    Pengenaan  sanksi  pidana  kepada  petugas  sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    (1)    dilakukan    apabila    teriadi

pengulangan     atas     perbuatan      pelanggaran      setelah
diterapkan   sanksi   administratif  sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal  16 ayat (4)  dan ayat (5)  atau Pasal 25 ayat (3)

dan ayat (4).

BAB XII

KE'I`ENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
Peserta  LJamkesda  yang  telah  ditetapkan  sebelum  Peraturan
Daerah   ini   diundangkan,   dinyatakan   masih   tetap   berlaku
sampai  dengan  adanya  pendataan  ulang  peserta  Jamkesda
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 4 1

(1)    Pemerintah   Daerah   harus  melakukan   pendataan  ulang
peserta   Jamkesda   berdasarkan   Peraturan   Daerah   ini
dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)    Jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
ditetapkan    dalam    Peraturan    Bupati    yang    mengatur

pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42
Bantuan    pendukung    pelayanan     kesehatan     sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  b  mulai  dianggarkan  melalui
APBD Tahun 2022.
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Dokumentasi SK Anggota Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan SK Sekretariat Forum

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
Tahun 2024
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BUPATI  BENGKULU  UTARA
PROVINSI  BENGKULU

KEPUTUSAN  BUPATI  BENGKULU  UTARA
NOMOR   050/   159    /BAPPELITBANGDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN  F`ORUM  TANGGUNG JAWAB  SOSIAL  DAN  LINGKUNGAN
PERUSAHAAN  KABUPATEN  BENGKULU  UTARA

PF,RIODE TAHUN  2022-2025

Menimbang

Men8in8at

BUPATI  BENGKULU  UTARA,

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  4  ayat
(3)    Peraturan    Bupati    Bengkulu    Utara    Nomor    25
Tahun  2017  tentang  Pembentukan  Tata  Kerja,  Tugas
Pokok dan  Fungsi  serta  Sekretariat  Forum  Tanggung
Jawab   Sosial   dan   Lingkungan   Perusahaan,   perlu
menetapkan    Keputusan    Bupati    Bengkulu    Utara
tentang Pembentukan  Forum Tanggung Jawab  Sosial
dan   Lingkungan   Perusahaan   Kabupaten   Bengkulu
Utal.a Periode Tahun 2022-2025;

1.     Undang-Undang  Nomor  28  Tahun   1959  tentang
Penetapan    Undang-Undang   Darurat    Nomor   4

2.

3.

4.

Tahun    1956    (Lembaran    Negara   Tahun    1956
Nomor   55),   Undang-Undang   Darurat   Nomor   5
Tahun    1956    (Lembaran    Negara    Tahun    1956
Nomor  56),  dan  Undang-Undang  Darurat  Nomor
6   Tahun   1956   (Lembaran   Negara  Tahun   1956
Nomor 57)  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat
IJ Termasuk Kotapraja Dalam  I,ingkungan Daerah
Tingkat   I    Sumatera   Selatan    Sebagai    Undang~
undang   (Lembaran   Negara   Tahun    1959   Nomor
73, Tambahan Lembaran  Negara Nomor  1821 );
Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   1990   tentang
Konservasi     Sumber     Daya     Alam     HaL`ati     clan
Ekosistem  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    1990   Nomor   49,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 341C));
Undang-Undang  Nomor   19  Tahun   2003  tentang
Badan   Usaha   Milik   Negara   (1.embaran    Negara
Republik    Indonesia    Tahun     2003     Nomor    70.
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4297);
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2()07  tentang
Penanaman   Modal   (Ijembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2007   Nomor   67,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
4724);



5.     Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan  Terbatas  (Lembaran   Negara   Republik
indonesia   Tahun   2007   Nomor   106,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
4756);

6.     Undang-Undang  Nomor   11   Tahun  2009  tentang
Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran  Negara  Repubhk
Indonesia   Tahun    2009    Nomor    12,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
4967);

7.     Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Lembaran  Negara
Republik      Indonesia      Nomor     93,      Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
4866);

8.     Undang-Undang   Nomor   4   tahun   2009   tent.ang
Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  L]-,
Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor     4959)      sebagaimana     diubah     dengan
Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2020   tentang
Perubaha  Atas  Undang-Undang  Nomor  4  tahun
2009   tentang   Pertambangan   Mineral   dan   Batu
Bara     (Lembaran     Negara     Repub]ik     Indonesia
Tahun   2020   Nomor   147,   Tambahan   ljembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

9.     Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun
2009   Nomor   140,   Tambahan   I-embaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

10.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan       Daerah       (Lembaran       Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2014    Nomor   244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa
kali   terakhir  dengan   Undang-Undang  Nomor  9
Tahun    2015    tentang   Perubahari    Kedua   Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan       Daerah       (Lembaran       Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2015     Nomor    58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

11.   Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang
Perkebunan        (Lembaran        Negara        Republik
Indonesia   Tahun   2014   Nomor   308,   Tambahan
Lembaran     Negara    Republik    Indonesia    Nomor
5613) ;

12.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   47   Tahun   20]2
tentang  Tanggung Ja``'ab  Sosial  dan  Lingkurlgan
Perseroaan  Terbatas  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun    2012    Nomor   89,    Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor
5305);



13.   Peraturan    Pemerintah    Nomor   28   Tahun    2018
tentang   Kerja   Sama   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2018     Nomor    97`
Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6219) ;

14.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun
2015     tentang    Pembentukan     Produk     Hukum
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2015   Nomor   2036)   sebagaimana   telah   diubah
dengan  Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor
120     Tahun     2018     tentang     Perubahan     Atas
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015    tentang    Pembentukan     Produk    Hukum
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahum
2019  Nomor  157);

15.   Peraturan   Menteri   Sosial   Nomor  9  Tahun   2020
tentang Tanggung Jawab  Sosia]  dan  Lingkungan
Badan  Usaha  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 967);

16.   Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020   tentang   Tata   Cara   Kerja   Sama   Daerah
Dengan   Daerah   Lain   dan   Kelja   Sama   Daerah
Dengan    Pihak    Ketiga    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2020  Nomor 371 ):

17.   Peraturan    Daerah    Kabupaten    Bengkulu    Utai`a
Nomor  14 Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan
Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara   (lrembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu
Utara     Tahun     2016     Nomor
Lembaran   Daerah   Kabupaten
Nomor   9)    sebagaimana   telah
Peraturan   Daerah   Kabupaten
Nomor  3  Tahun   2020   tentang
Peraturan   Daerah   Kabupaten

14,     Tambahan
Bengkulu    Utara
diubah   dengan

Bengkulu   Utara
Perubahan  Atas
Bengkulu   Utara

Nomor  14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu
Utara Tahun 2020 Nomor 3);

18.  Peraturan    Daerah   Kabupaten   Bengkulu   Utara
Nomor  6  Tahun  2017  tentang  Tanggung  Jawab
Sosial   dan   Lingkungan   Perusahaan   (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Tahun  2017
Nomor      6,      Tambahan      I,embaran      Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor  1);

19.  Peraturan    Daerah   Kabupaten   Bengkulu   Utara
Nomor      2      Tahun      2021       tentang      Rencana
Pembangunan       Jangka       Menengah       Daerah
Kabupaten    Bengkulu    Utara   Tahun   2021~2026
(Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bengkulu   Utara
Tahun  2021  Nomor 2);

20.   Peraturan    Bupati    Bengkulu    Utara    Nomor    25
Tahun   2017   tentang   Pembentukan.   Tata   }{erja`
Tugas  Pokok dan  Fungsi  serta  Sekretariat  Forum
Tanggung      Jawab      Sosial      dan       Lingkungan
Perusahaan  (Berl.ta  Daerah  Kabupaten  Bengkulu
Utara Tahun 2017  Nomor 6);



MEMUTUSKAN  :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Forum    Tanggung    LJawab    Sosia]    dan    Lingkungali
Perusahaan     Kabupaten     Bengkulu     Utara    Periode
Tahun    2022-2025,    dengan    susunan    keanggotaan
sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran   Keputusan
Bupati ini.

Forum     sebagaimana     dimaksud      dalam      Diktum
KBSATU memiliki tugas sebagai berikut:
a.    Dewan   Pengarah   bertugas   memberikan   arahan

kebijakan,  masukan,  nasihat,  dan  pertimbangan
dalam    suatu    ide    dan    program    kerja    Forum
Tanggung      Jawab      Sosial      dan      Lingkungan
Perusahaan;

b.    Ketua   bertugas   mengoordinasikan   pelaksanaan
program    Forum    Tanggung   Jawab    Sosial    dan
Lingkungan Peru sahaan ;

c.    Wakil             Ketua             bertugas             membantu
mengoordinasikan   pelaksanaan   program   Forum
Tanggung      Jawab      Sosjal      dan      Lingkungan
Peru sahaan ;

d.    Sekretaris    bertugas    melaksanakan    tugas-tugas
ke sekre tariatan       dalam       kelancaran       Foru in
Tanggung      Jawab      Sosial      dan      Lingkungan
Perusahaan:

e.    Koordinator      Bidang      Pembangunan      Manusia
bert_u gas           mengoordinasikan           pelaksanaan
program/kegiatan     .Yang    berhubungan     dengan
peningkatan pembangunan manusia;

f.     Anggota  Bidang  Pembangunan  Manusia  bertugas
membantu         mengoordinasikan        pelaksanaan
program/kegiatan    yang    berhubungan    dengan
peningkatan pembangunan manusia;

9.    Koordinator    Bidang    Sarana,     Prasarana,     dan
Lingkungan    Hidup    bertugas    mengoordinasikan
pelaksanaan              program / kegiatan             y ang
berhubungan  dengan  bidang  sarana,  prasarana,
dan lingkungan;

h.   Anggota  Bidang  Sarana,   Prasarana,   Lingkungan
Hidup    bertugas    membantu    mengoordinasikan
pelaksan aan              program / kegi atan              yam g
berhubungan  dengan  bidang  sarana,  prasarana,
dan lingkungan;

i.     Koordinator  Bidang  Perekonomian  dan  Kemitraan
bertugas          mengoordinasikan          pelaksanaan
program/kegiatan    yang    berhubungan     dengan
bidang perekonomian dan kemitraan;

j.     Anggota    Bidang    Perekonomian    dan    Kemitraan
bertugas            membantu             mengoordinasikan
pelaksanaan          program /          kegiatan          .\-ang
berhubungan  dengan   bidang  perekonomian  dan
kemitraan :



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

k.    Koordinator      Bidang      Humas      dan      Publikasi
bertu gas         men goordin asi kan          penyampaian
inform asi          dan          p u blikasi          pelaksanaan
program/kegiatan   Tanggung   Jawab   Sosial   dan
Lingkungan Perusahaan;

I.     Anggota   Bidang   Humas   dan   Pub]ikasi   bertugas
membantu        mengoord inasikan        penyampaian
informasi          dan          pu blikasi          pelaksanaan
program/kegiatan   Tanggung   Jaw.ab   Sosial   dan
Lingkungan Perusahaan;

in.   Koordinator    Bidang    Monitoring,    Evaluasi,    dan
Pelaporan    bertugas    mengoordinasikan    kegiatan
monitoring`  evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan
program/kegiatan   Tanggung   Jawab   Sosial   dan
Lingkungan Perusahaan;

n.   Anggota      Bidang      Monitoring,      Evaluasi,      dan
Pelaporan  bertugas  membantu  mengoordinasikan
kegiatan     monitoring,    evaluasi,    dan    pelaporan
pelaksanaan  program/kegiatan  Tanggung  LJawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud
dalam    Diktum    KEDUA,    Forum    Tanggung   Jawab
Sosial     dan     Lingkungan     Perusahaan     Kabupaten
Bengkulu     Utara    bertanggung    jawab    dan    wajib
melaporkan    hasil    pelaksanaan    tugasn.va    kepada
Bupati.

Segala    biaya    yang    timbu]    akibat    ditetapkann\,.a
Keputusan       ini       dibebankan       pada       Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkulu Utara.

Keputusan   Bupati   ini   mulai   berlaku   pada   tangga]
ditetapkan.

Ditetapkan    di    Arga Makmur

pada  tanggal  `3 Peserrb¢+  2.i)g.\

TARA,



LAMPIRAN  :    KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR           :   050478/BAPPELITBANGDA/2021
TENTANG             PEM B BNTUKAN             FO RUM
TANGGU NG          JAWAB          SO SIAL          DAN
LINGKUNGAN      PERUSAHAAN      KABUPATEN
BENGKULU  UTARA  PERIODE  TAHUN  2022-
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN  PBRUSAHAAN KABUPATEN  BENGKULU UTARA

PERIODE TAHUN 2022-2025

a.     PENASEHAT

b.     KETUA

c.      WAK]L KETUA

d.     SEKRETARIS

e.      BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA

1.    Bupati Bengkulu utara;
2.    Ketua   DPRD   Kabupaten   Bengkulu

Utara;
3.   Wakil Bupati Bengkulu  Utara; dan
4.   Sekretaris        Daerah        Kabupaten

Bengkulu Utara.

:   Direktur FT. Sandabi Indah Lestari

:   Pimpinan   FT.   Bank  Bengkulu   Cabang
Arga Makmur

:   ex  oj7jJia.a  Kepala  Sekretariat  Tanggung
J awab        So sial        dan        Lingkungan
Perusahaan

:    1.   Pimpinan FT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Arga Makmur (Koordinator) ;

2.   Asisten   Bidang   Umum   Sekretariat
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
(An88Ota);

3.   Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota);

4.    Kepala     Kantor     EPS      Kabupaten
Bengkulu Utara {Anggota);

5.    Kepala     Dinas     Sosial     Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota);

6.    Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota);

7.   Kepala  Dinas  Pariwisata  Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota) ;

8.   Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
Ka bupa ten          Bengkulu          U tara
(An88Ota);

9.    Star         Ahli          Bupati          Bidang
Kemasyarakatan  dan  Sumber  Daya
M anusia         Sekretariat         Daerah
Kabupaten          Bengkulu          Utara
(An88Ota);

10. Rektor Universitas Ratu Samban;



11.Ketua     Badan
Kabupaten

Musyawarah    Adat
Bengkulu          U tara

f.       BIDANG  SARANA,
PRASARANA,  DAN
LINGKUNGAN  HIDUP

(Anggota);
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten

(An88Ota);
13. Ketua FKUB Kabupaten (Anggota);
14. Direktur RS Charitas;
15. Pimpinan  FT.  PLN  (Persero)  Cabang

Arga Makmur (Anggota) ;
16.Pimpinan    BPR    Dian    Bina    Artha

(An88Ota);
17. Pimpinan   FT.   Krida   Darma  Andika

(An88Ota) ;
18. Pimpinan        FT.        Kaltim        Global

(An88Ota) ;
19. Pimpinan FT. Bank BNI Cabang Arga

Makmur (Anggot.a).,
20. Direktur PT. Agricinal  (Anggota);
21.Pimpinan      Err.      Bank      Muamalat

Cabang Arga Makmur (Anggota);
22. Pimpinan  Fyl`.  Bank  Mandiri  Cabang

Arga Makmur (Anggota);
23.Pimpinan    Fyl`.    Indonesia    Riau    Sri

Avantika (Anggota) ;
24.Pimpinan   FT.    Bara   Adhi   Pratama

(Anggota);
25. Pimpinan   FT.   Cakrawala   Dinamika

Energi (Anggota)., dan
26. Pimpinan  PT.  Cereno  Energi  Selaras

(An88Ota) .

1.     Manager       Prr.        F`irTnan       Ketaun
(Koordinator);

2.    Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan
Penataan         Ruang         Kabupa ten
Bengkulu Utara (Anggota);

3.    Kepala   Dinas   Perumahan    Rakyat
dan          Kawasan          Permukirnan
Kabu paten          Bengkulu          Utara
(Anggota);

4.     Kepala    Dinas    Lingkungan    [Iidup
Kabupaten          Bengkulu          Utara
(Anggota);

5.     KTr pT.  Injatama (Anggota);
6.     Pimpinan p'r. Titan wijaya (Anggota);
7.     Direktur  PDAM  Tirta  Ratu  Samban

(An8gota) ;
8.    Direktur  FT.   Maju  Tambak  Sumur

(Anggota) ;
9.    Direktur    FT.    Anugerah    Pratama

lnspirasi (Anggota);
10.  Pimpinan Selamat Group (Anggota);
11.  Pimpinan    Rejang    Mandiri    Group

(Anggota);
12.  Pimpinan  FT.  Ratu  Samban  Mining

(Anggota);



13.  Pimpinan     PT.     Bencoolen     Mining
(Anggota);

14.  Direktur  PT.  Julang  Oca   Permana
(An8gota);

15.  Direktur   PT.   Kirana   Agro   Mandiri
(Anggota);

16.  Direktur FT. Avika Utama (Anggota);
17.  Direktur     PT.     Sriwijaya     Andalas

Prima(Anggota) ; dan
18.  Direktur    FT.     Pulau    Batu    Intan

(Anggota); dan
19.  PT.  Utomo Sejahtera Bersama Grago

Selubuk (Anggota).

9.      BIDANG PERBKONOMIAN
DAN KEMITRAAN

1.    Pimpinan   FT.   Roda  Tehnindo   Pura
Jaya (Koordinator) ;

2.   Asisten       Bidang      Ekonomi      dan
Pembangunan    Sekretariat    Daerah
Kabupaten          Bengkul u          U tara
(Anggota);

3.    Star  Ahli   Bupati   Bidang   Ekonomi,
Keuangan        dan        Pembangunan
Sekretariat       Daerah       Kabupa te n
Bengkulu Utara (Anggota);

4.   Kepala     Dinas     Tanaman     Pangan
Hortikultura        dan         Pe ternakan
Kabupaten          Bengkulu          Utara
(Ang8ota);

5.   Kepala Dinas perkebunan Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota);

6.   Kepala  Dinas  Perikanan  Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota);

7.    Kepala           Dinas           Perdagangan
Kabupaten          Bengkulu          U tara
(Anggota);

8.   Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan     Terpadu     Satu     Pintu
Kabupaten          Bengku lu          Utara
(An8gota);

9.   Kepala Bagian Keriasama sekretar.iat
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
(Anggota);

10.Plmpinan      FT.      Kimberly     Borneo
Resource (Anggota) ;

1 1. Direktur FT.  Perkebunan  Nusantara
VII  (An88Ota) ;

12. Direktur PI`.  Pamor Ganda (Anggota);
13. Direktur  FT.  Purnawira  Dara  Upaya

(Anggota);
14. Direktur  FT.   Sawit  Makmur   Estate

Group (Anggota);
15. Direktur  PT.  Bimas  Raya  Sawitindo

(Anggota); dan
16. Direktur   PT.   Agro   Perak   Sejahtera

(An88ota);



17. Direktur  PI`.  Sumber  Alam  Makmur
Sejati (Anggota);

18. Direktur       PT.       Basara       Haneka
Perkasan(Anggota);

19. Direktur   CV.   Cakrawala   Bengkulu
(An88Ota);

20.Direktur   Fyl`.    Yasa    Patria    Perkasa
(Anggota) ; dan

21.Direktur   FT.   Bumf   Anugrah   Sawit
(An88ota) .

h.     BIDANG  HUMAS  DAN
PUBLIKASI

i.       BIDANG  MONITORING,
EVALUASI,  DAN
PELAPORAN

I.    Kepala     Dinas     Komunikasi     dan
lnformatika    Kabupaten    Bengkulu
Utara (Koordinator);

2.    Kepala Bagian  Humas  dan  Protokol
Sekretariat      Daerah       Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota) ;

3.    Kepala   Bagian   Hukum   Sekretariat
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
(An88Ota);

4.    Pimpinan     Harian     Radar     Utara
(An88Ota);

5.    Pimpinan  PT.   Telkom  Tbk  Cabang
Arga Makmur (Anggota);

6.    Pimpinan   PT.   Bank   BTPN   Cabang
Arga Makmur (Anggota) ;

7.     Direktur FT.  Grand  Niaga  Indonesia
(An8gota).,

8.     Direktur   FT.    Diamond   Cemerlang
(Anggota) ;  dan

9.     PT.  Thiasa Energi (SPBG)  (Anggota).

1.    General    Manctger    PIT.     Alno     Agro
Utama Group (Koordinator) ;

2.    Pimpinan FT.  Air Muring (Anggota);
3.   Asisten   Bidang   Pemerintahan   dan

Kesejahteraan     Rakyat    Sekretariat
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
(Anggota);

4.   Kepala          Dinas          Perhubungan
Kabupaten          Bengkulu          Utara
(Anggota);

5.   Kepala         Dinas         Pemberdayaan
Masyarakat   dan   Desa   Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota) ;

6.    Ketua        F`orum        Kepala        Desa
Kabupaten (Anggota);

7.    Direktur       FT.        Bumi       Linkarez
(Anggota);

8.   Pimpinan    Pegadaian   Tbk   Cabang
Arga Makmur (Anggota);

9.    Star          Ahli          Bupati          Bidang
Pemerintahan,   Hukum,   dan   Politik
Sekretariat       Daerah       Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota);



10. Kepala         Bagian         Pemerintahan
Sekretariat       D aerah       Kabupate n
Bengkulu Utara (Anggota) ;

11. Kepala         Bagian         Pembangunan
Sekre tariat       Daerah       Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota).,

12. Kepala   Bagian   Sumber  daya  Alam
Sekre taria t       Daerah       Kabupaten
Bengkulu Utara (Anggota) ;

13. Direktur  PT.  Mutiara  Hitam  Energy
(Ang8ota);

14. FT.  Utomo Sejahtera Bersama Grago
Kert.arahapja (Anggota) ; dan

15. FT. Laut Biru Indonesia (Anggota).

UTARA,



PEMERINTAII KABUPATEN BENGKULU UTARA
SEKRETARIAT  DAERAH

Jln. Jcnd.  Sudirman Nomor. 01 Argamckmur Telpon. (0737) 521018  Fak (0737) 521073
haan Setda. Bengkuluutarakab.go.id, os-cl setda@bengkuluutarakab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 050/ 2,`    /BAPPELITBANGDA/2024

TENTANG

TIM FASILITASI SEKRRTARIAT
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

KABUPATEN BENGKULU UTARA

SEKRETARIS DAERAH BENGKULU UTARA,

Menimbang      :    a.    bahwa  untuk  membantu  kineria  keanggotaan  sekretariat
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan Tim Fasilitasi
Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Kabupatcn Bengkulu Utara;

b.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  hunrf  a,  perlu  menetapkan  Keputusan  Sekretaris
Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  tentang Tim  Fasilitasi
Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Kabupaten Bengkulu UtaLra.

Mengingat         :    I.      Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1959  tentang  Penctapan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  4  Tahun   1956  (lembaran

Negara  Tahun   1956  Nomor  55),   Undang-Undang  Darurat
Nomor 5 Tahun  1956 (Lembaran Negara Tahun  1956 Nomor
56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran
Negara Tahun  1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat  11  termasuk  Kotapraja,  Dalam  Lingkungan  Daerah
Tingkat    I    Sumatera    Selatan,    sebagal    Undang-Undang

(Lembaran    NegaraL   Tahun    1959    Nomor   73,   Tambahan
Lcmbaran Negara Nomor 1821);

2.      Undang-Undang Nomor  17 Tahun  2003  tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan llembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penananrian
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



KELIMA

Pendapatan dan Beianja Dacrall Kabupat€n Bengkulu Utara

Tahur. Anggarar. 2024.

Keputusan Sekretaris Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Arga  Makmur
pada tanggal  11   ft\grrtycAr``  ?oL4



a.  Ketua

LAMPIRAN
KE PUTU SAN             SEKRETARI S             DAERAH
RABUPATBN      BENGKULU   UTARA      NOMOR
050/  a.`    /BAppELITBANGDA/2024
TENTANG     TIM      FASILITASI      SEKRRTARIAT
KOORDINASI    FORUM    TANGGUNG    JAWAB
SOSIAL     DAN     LINGKUNGAN     PERUSAIIAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

TIM FASILITASI SEKRFTARIAT F`ORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

KABUPATEN BENGKULU UTARA

b.  Wan Ketua

c.  An8gota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian   dan   Pengembangan      Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara;
Sekretaris            Badan            Pere ncan aan
Pe in ban gunan ,             Penelitian            dan
Pe n gembangan        D aerah         Kabupaten
Bengfulu Utara;
1.    Kepala Bagian Kerja Sama Sckretariat

Dacrah Kabupaten Bengkulu Utara;
2.    Kcpala   Bagian    Hukum    Sekretariat

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
3.    Kepala    Bidang    Perekonomian    dan

Sum ber        D aya        Alam        Badan
Perencanaan Pembangunan , Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara;

4.    Kepala          Bidang          Perencanaan
Pembangunan  dan   Bvaluasi  Daerah
Badan    Perencanaan    Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara;

5.    Kepala    Bidang    Pemerintahan    dan
Pembangunan        M anusia        B adam
Perencanaan Pembangunan , Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bcngkulu Utara;

6.    Kepala    Bidang    lnfrastmktur    dan
Kewilayahan       Badan    Perencanaan
Pembangunan ,         Penelitian        dan
Pengcmbangan    Daerah    Kabupaten
Bengkulu Utara;

7.    Kepala      Bidang       Penelitian      dan
Pengembangan   Badan   Perencanaan
Pe mbangunan ,         Penelitian        dan
Pengembangan     Daerah     Kabupaten
Bengkulu Utara;

8.    Perencana       Ahli       Muda/Subtansi
Sumber        Daya        Alam        Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara;

9.    Perencana     Ahli     Muda/     Subtansi
investasi     dan     Keuangan     Badan



Perencanaan Pembangunan , Penelitian
dan Pcngembangan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara;

10.  Perencana     Ahli      Muda/      Subtansi
Ekonomi          Badan          Perencanaan
Pembangunan ,          Pane litian         dan
Pengembangan     Daerah     Kabupaten
Bengkulu Utara;

11.  Perancang      Peraturan       Perundang-
Undangan  Bagian  Hukum  Sekretariat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

12.   Sub Koordinator Fasilitasi Keria Sama
Non   Pemerintah   Bagian   Kerja  Sama
Sekretariat         Daerah         Kabupaten
Bengkulu Utara; dan

13.  Analis Rencana Program dan  Kegiatan
Sub      Bidang      Perencanaan      dan
Pendanaan        Badan        Perencanaan
Pembangunan ,          Penelitian         dan
Pengembangan     Daerah     Kabupaten
Bengkulu Utara.


